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perkembangan kehutanan, Keanekaragaman hayati di 
kehutanan, Peranan kehutanan untuk kehidupan manusia, 
Perspektif dunia tentang kehutanan, Tantangan dan solusi 
perkembangan kehutanan di Indonesia. 
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dari pembaca sangat kami harapkan. 

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
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BAB 1 
KONSEP KEHUTANAN 
 

Oleh Hendra Sudrajat 
 
1.1 Pendahuluan 

Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam. 
Dengan kekayaan alamnya meneguhkan eksistensi bentangan 
tanah ibu pertiwi sebagai jamrud khatulistiwa, sehingga 
Indonesia memiliki nilai lebih dari dimensi komparatif yang 
merupakan potensi sumber daya alam. Salah satu potensi 
komparatif Indonesia adalah potensi kehutanan yang 
mengandung banyak potensi. Bilamana dimanfaatkan dengan 
baik, maka akan menjadi sumber pendapatan negara yang 
melimpah. Betapa pentingnya konsep kehutanan diatur dalam 
konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang 
menyebut bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
(MKRI, 2007).  Hal ini memberikan narasi penting bahwa 
eksistensi pemanfaatan potensi alam termasuk sektor 
kehutanan mempunyai fungsi yang strategis untuk memberikan 
penguatan dan pengaturan konstitusional terhadap pengelolaan 
kehutanan. Dan sejak pemerintahan Belanda regulasi hukum 
kehutanan  telah diatur. Pengertian kehutanan adalah suatu 
praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan 
melestarikan hutan untuk kepentingan manusia (Wikipedia, 
2023). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa 
Kehutanan merupakan suatu komponen yang saling terkait 
dengan kawasan hutan, hutan beserta hasil hutan yang memiliki 
keterpaduan dalam pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, 2009). Dengan demikian  
pengertian kehutanan memiliki dimensi yang komprehensif, 
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holistik, dan menyeluruh termasuk dengan ilmu hukum.  
kehutanan memiliki keterkaitan dengan ilmu lainnya yang tidak 
hanya saja ilmu hukum. Tetapi ilmu hukum memiliki peran 
stratgis untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kehutanan 
sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 huruf (d), (e) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa (d), 
meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas 
dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, 
berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan 
ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat 
perubahan eksternal, dan (e), menjamin distribusi manfaat yang 
berkeadilan dan berkelanjutan. (Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, 2009). Sehingga ilmu hukum 
dengan berbagai regulasi yang telah diatur dan ditetapkan dari 
masa ke masa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 
kehutanan adalah sebagai berikut (Indef, 2010): 

 
Tabel 1.1. Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia 

Masa Undang-Undang Kehutanan 

Hindia Belanda “Boschreglement” 1865 

Pendudukan Jepang Idem 

Orde Lama Idem 

Masa Orde Baru Undang-undang No. 5 Tahun 
1967 

Orde Reformasi Undang-Undang No.41 Tahun 
1999 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberatasan Pengrusakan 
Hutan 

 
Lintasan sejarah tiap zaman memberikan posisi penting 

terhadap  tujuan penyelenggaraan kehutanan hingga mampu 
memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di 
sektor kehutanan. Sehingga pemahaman mengenai konsep 
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kehutanan memiliki kedalaman pembahasan yang memiliki arti 
penting terhadap kelangsungan kehidupan alam yang harus 
ditunjang oleh perlindungan hukum. Sehingga dapat menjamin 
sektor kehutanan sebagai unsur fundamental dalam keberadaan 
suatu kehidupan, termasuk dalam aspek kenegaraan.  

Aspek keadilan sangat penting kedudukan dalam 
pembangunan kehutanan di Indonesia karena memiliki dimensi 
karena strategis dalam rangka mewujudkan tujuan 
penyelenggaraan kehutanan. Keadilan memberikan 
perlindungan hukum terhadap pengelolaan hutan, karena 
keadilan adalah filosofi untuk memulai membahas konsep 
kehutanan, karena keadilan merupakan dasar yang bersifat 
fundamental untuk menunjang segala aspek yang terkait dengan 
kehutanan. Sehingga keadilan menjadi hal yang mutlak dalam 
konsep kehutanan, yang bukan berarti bahwa penulis memiliki 
disiplin ilmu sampai Doktor Hukum sehingga membahas terkait 
hukum dan keadilan dalam konsep kehutanan. Tetapi karena 
hukum dan keadilan menjadi penopang pertama dan utama 
dalam konsep kehutanan. 

Defenisi tentang Kehutanan menurut Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan 
bahwa kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut 
paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang 
diselenggarakan secara terpadu. Dengan narasi keterpaduan 
kehutanan menurut peraturan pemerintah tersebut, membawa 
kepada interkoneksitas keilmuan hukum dan kehutanan. Narasi 
hutan, kawasan di hutan, serta hasil dari hutan memerlukan 
regulasi pengaturan yang jelas dan tegas dalam pengelolaan 
hutan. Sehingga keterpaduan dapat terjamin melalui kepastian, 
keadilan, dan kemanfaatan hukum dibidang kehutanan. Dalam 
ilmu hukum terdapat kajian hukum kehutanan. Dalam 
perspektif penulis hukum kehutanan adalah hukum yang 
mengatur regulasi yang terkait dengan hutan, kawasan hutan 
meliputi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan 
pelestarian alam, hasil hutan, maupun jenis-jenis hutan seperti 
hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan 
lindung, hutan konservasi, dan taman buru sehingga 
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pengelolaannya dilaksanakan secara konstitusional. Dengan 
adanya hukum kehutanan maka akan menjamin terpenuhinya 
pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan dari kehutanan.  
Sistem Terpadu Penyelenggarakan Kehutanan dapat dilihat 
dalam gambar berikut ini : 

 

 
Gambar 1.1.  Sistem Terpadu Penyelenggarakan Kehutanan 

(Sumber ; PPRI  Nomor 23 Tahun 2021) 
 

Keterpaduan penyelenggaran kehutanan merupakan 
suatu ekosistem yang mesti terus dirawat dan dijaga untuk 
menunjang konsep pengembangan kehutanan di masa 
mendatang.  Pengelolaan kehutanan diperlukan keterpaduan 
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan 
desentralisasi pemerintahan. Pemerintah pusat memberikan 
penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang 
kehutanan dengan pemanfaatan potensi  hutan yang terhampar 
di berbagai wilayah negeri, termasuk kawasan hutan dan hasil 
hutan. Urgensi desentralisasi di sektor kehutanan memberikan 
ruang kemandirian terhadap penyelenggaran kehutanan yang 
berbasis pada nilai akhlak yang baik. Dalam desentralisasi 
kehutanan dibutuhkan partisipasi masyarakat sebagaimana 
yang telah diatur dalam regulasi undang-undang kehutanan, 
dengan prinsip dasar hukumnya, bahwa bahwa masyarakat 
memiliki hak dalam pemanfaatan, rencana penggunaaan, 
informasi, serta pengawasan  untuk kelangsungan  kelestarian 
dan kesinambangan pembangunan kehutanan. Dalam konteks 

Hutan 

Hasil 
Hutan 

Kawasan 
Hutan 
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otonomi kehutanan yang menjadi variabel penting dalam 
konsep kehutanan adalah sebagai berikut:  
 

 
Gambar 1.2. Entitas kewenangan Pengelolaan  Kehutanan 

(Sumber ; Indef, 2010) 
 

Pengelolaaan sumber daya kehutanan memerlukan tata 
kelola yang baik untuk mencapai tujuan kehutanan, sehingga 
gambaran tata kelola kehutanan di Indoenesia dapat dilihat 
sebagai berikut : 
 

Tabel 1.2. Terminologi dan Ruang Lingkup Sistem Tata Kelola 
Kehutanan 

Terminologi Ruang lingkup Kewenangan 

Pengurusan 
hutan 

Pengurusan hutan 
merupakan pengaturan 
segala sesuatu yang 
berkaitan dengan hutan, 
kawasan hutan, danhasil 
hutan. Ruang lingkup 
kegiatan pengurusan 
meliputi: 

Negara, c.q. 
pemerintah 

Implementasi aspek kehutanan 
diberikan kepada kator  pusat 

yang lain berdudukan tinggi 

Pelaksanaan urusan yang 
diserahkan kepada otoritas di 

daerah 

Kewenangan diberikan kepada 
otoritas pemerintah di tingkat 

daerah 

Kewenangan pengelolaan hutan 
diberikan kepada individu 
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Terminologi Ruang lingkup Kewenangan 

a. Perencanaan 
Kehutanan 

b.  Pengelolaan 
Hutan 

c. Litbang, Diklat, 
dan Penyuluhan 

d. Pengawasan 

Pengelolaan 
hutan 

Pengelolaan hutan 
merupakan salah satu 
kegiatan dalam 
pengurusan hutan, yang 
mencakup: 

a. Inventarisasi 
Hutan 

b. Pengukuhan 
Kawasan 

c. Penatagunaan 
Kawasan Hutan 

d. Pembentukan 
Wilayah 
Pengelolaan 
Hutan 

e. Penyusunan 
Rencana 
Kehutanan 

Pemerintah, 
dapat 
didelegasikan 
kepada 
Pemerintah 
Daerahdan 
BUMN/BUMD. 

Pengelolaan 
hutan dengan 
tujuan khusus 
dapat 
diberikan 
kepada 
masyarakat 
adat, lembaga 
pendidikan, 
lembaga 
penelitian, 
serta lembaga 
sosial dan 
keagamaan. 

Pemanfaatan 
hutan 

Pemanfaatan kawasan 
dan/atau hasil hutan 
baik kayu maupunbukan 
kayu di kawasan hutan 
lindung, hutan produksi, 
dan hutan konservasi 

(kecuali cagar alam, 

Pemerintah, 
pemerintah 
daerah, 
BUMN/BUMD, 
swasta, 
koperasi dan 
perorangan. 
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Terminologi Ruang lingkup Kewenangan 

zona inti dan zona rimba 
taman nasional)m yang 
meliputi: 

a. Pemanfaatan 
kawasan. 

b. Pemanfaatan jasa 
lingkungan. 

c. Pemanfaatan 
hasil hutan kayu 
dan bukan kayu. 

d. Pemungutan 
hasil hutan kayu 
dan bukankayu. 

Penggunaan 
kawasan hutan  

Pemanfaatan di 
kawasan hutan guna 
kepentingan untuk  di 
luar kehutanan tdengan 
tidak merubah 
mengubah fungsi hutan, 
yang mencakup: 

 

a. Penggunaan 
kawasan hutan 
lindung 

b. Penggunaan 
kawasan hutan 
produksi 

Pemerintah, 
pemda, BUMN 
dan BUMD, 
swasta  

 

 

1.2 Kehutanan sebagai Hukum dan Keadilan 
          Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan  atau penulis singkat dengan UU P3H yang 
memberikan narasi tegas terhadap perlindingan hutan seperti 
perlidungan terhadap kawasan hutan terhadap penebangan 
pohon tanpa izin. Sanksi tegas menanti bagi para pelanggar 
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pasal 82 Undang-undang ini dengan ancaman hukuman pidana 
penjara. 

Disamping diatur juga terkait dengan pengrusakan hutan 
yang dapat menganggu kelangsungan dalam bentuk 
membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau 
memiliki hasil penebangan di kawsan hutan. Hal tersebut 
merupakan pelanggaran hukum yang perlu ditindak tegas  
apalagi dengan melakukan pembalakan liar. Lebih lanjut 
peraturan perundang-undangan  ini, memberikan kepastian 
dalam penegakan hukum terkait dengan orang atau oknum yang 
sengaja menyertakan berbagai peralatan yang biasa dipakai 
untuk alat penebangan, pemotongan dan pembelahan pohon di 
kawasan hutan tanpa memiliki  izin pihak terkait, maka akan 
dijerat dengan hukuman pidana.  

Begitupun dengan kegiatan penyelundupan kayu secara 
ilegal yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia melalui berbagai jenis transportasi seperti sungai, 
darat, laut, atau udara. Dan larangan tersebut berlaku bagi 
koorporasi maupun orang perorangan. Aturan berlaku juga bagi 
penadah dalam bentuk mealkukan kegiatan penerimaaan, 
pembelian, penjualan, serta penerimaan dalam bentuk 
pertukaran dan penitipan hasil hutan yang berasal dari hasil 
pembalakan liar, dan kemudian melakukan kegiatan 
memasarkan sampai mengolah hasil kayu yang ilegal 

Pasal 88 mengatur mengenai aturan pengankutan kayu 
hasil hutan tanpa izin, sehingga memerlukan dokumen yang sah 
dari pihak yang berwenang, termasuk dilarang melakukan 
pemalsuan dokumen serta memberikan keterangan palsu 
terhdap keberadaan kayu hasil hutan. Kegiatan penambangan 
dalam kawasan hutan dipertegas dalam pasal 89 yang harus 
mendapatkan izin dari menteri terkait, termasuk izin dalam 
mengangkut hasil tambang dalam kawasan hutan mesti 
dilakukan secara konstitusional 

Dalam Pasal 90  mengatur larangan (jastip) atau jasa titip 
hasil tambang dari kawasan hutan yang tidak memperoleh izin 
yang sah baik secara perseorangan dan koorporasi, yang 
dilanjutkan diatur dalam pasal 91 larang untuk melakukan 
penjualan, penguasaan, pemilikan dan penyimpangan hasil dari 
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tambang dari kawasan hutan yang tidak memperoleh izin yang 
sah, dan bilamana pasal 91 ini dilanggar maka akan dijerat  
dengan pidana penjara  

Larangan untuk melakukan aktifitas perkebunan dengan 
membawa peralatan berat untuk digunakan mengolah maupun 
mengambil hasil hutan di kawasan hutan tanpa melalui 
prosedur di atur dalam pasal 92, karena upaya larangan ini 
sebagai bentuk untuk mencegah pengrusakan hutan secara 
massif. Kegiatan pengorganisasian dan memobilisasi 
pembalakan liar di kawasan hutan secara tidak sah juga dilarang 
dan diatur dalam pasal 94, termasuk tidak boleh melakukan 
pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar , termasuk 
memberikan sponsor pendanaan, melakukan perubahan status 
kayu dengan merekayasa bahwa kayu yang akan dijual kepada 
pihak ketiga bahwa seolah-olah kayu tersebut. melalui proses 
yang sah 

Pada pasal 95 menyebutkan bahwa dilarang 
menggunakan kayu yang berasal dari pembalakan liar dengan 
mengubah model dan ukuran kayu termasuk menggunakan  
limbah dari kayu illegal. Dalam kontek hukum dagang 
internasional juga dilarang menaruh, melakukan transfer, 
melakukan pembayaran, pembelanjaan, memberikan hibah, 
sumbangan, menitip, serta membawa ke wilayah luar negeri 
serta melakukan pertukaran uang dan surat berharga maupun 
pemgumpulan harta  yang berasal dari perolehan pembalakan 
liar. Disamping itu dilarang melakukan upaya menyembunyikan 
serta melakukan samaran identitas asal usul harta dari hasil 
pembalakan liar, dan bilamana hak tersebut di atas, dilakukan 
maka akan dijatuhi dengan pidana. 

Pasal 97 menekankan pada upaya regulasi hukum 
kehutanan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 
sarana dan prasarana hutan dalam bentuk dilarang melakukan 
pengrusakan, pemindahan, penghilangan batas wilayah hutan, 
ataupun batas wilayah hutan yang berdekatan dengan batas 
negara yang mengakibatkan perubahan model dan luas wilayah, 
hal ini penting karena juga menyangkut dengan wilayah 
teritorial suatu  negara. Dalam literasi hukum kehutanan 
sebagai bagian dari konsep kehutanan masyarakat perlu 
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diberikan edukasi hukum termasuk yang berkaitan dengan 
pasal 98 berupa peringatan agar setiap orang maupun 
koorporasi dilarang turut serta membantu kegiatan pembalakan 
liar, dan hukuman berat menanti bagi koorporasi yang 
membantu terjadinya pembalakan liat dengan  pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah).  Penggunaan dana hasil pembalakan 
liar juga dilarang dalam pasal 99, baik secara perseorangan 
maupun koorporasi. Dalam upaya pencegahan pembalakan liar 
telah diatur berupa ancaman pidana bagi oknum ataupun 
koorporasi yang menghalangi serta mengagalkan pencegahan 
dan pemberantasan pembalakan liar, sebagaimana diatur dalam 
pasal 100. Perlindungan terhadap asset hutan konservasi diatur 
dalam pasal 101 berupa larangan menggunakan dari kayu hasil 
illegal  dari kawasan hutan kategori konservasi. 

Dalam upaya penyelesaian hukum setiap orang ataupun 
koorporasi dilarang melakukan penggagalan dan penghalangan 
terhadap proses penyelidikan, sampai kepada pemeriksaan 
sidang pengadilan terhadap perbuatan melawan hukum berupa 
pembalakan liar sebagai mana diatur dalam pasal 102. Dan 
untuk menjamin secara hukum efektifitas tugas dan keamanan 
tugas bagi para petugas penjaga hutan, maka diberikan 
perlindungan hukum dari ancaman indimidasi dalam 
menjalankan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas 
pembalakan liar sebagaimana diatur dalam pasal 103. Pejabat 
yang berwenang pun tidak boleh lalai atau melakukan 
pembiaran dan kesengajaan untuk tidak melakukan penindakan 
terhadap pembalakan liar, karena juga memiliki ancaman 
hukuman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta 
rupiah).  

Dalam segi hukum administrasi perizinan patut dihukum 
pidana bilamana terbukti seorang oknum yang tidak berwenang 
mengeluarjan izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan 
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105, dan dipertegas dalam 
pasal 106 bahwa pejabat tidak boleh melakukan kelalaian dalam 
menjalankan tugasnya. Dan beratnya hukum bagi pejabat yang 
berwenang yang melakukan tindak pidana hukum kehutanan 
diatur dalam pasal 107 yang mengatur bahwa pembalakan liar 
di kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan 
perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 
sampai sampai Pasal 17 dan Pasal 20 hingga  Pasal 26 yang 
dilakukan oleh melibatkan pejabat berwenang maka akan 
dikenakan ketentuan pidana dengan pidananya ditambah 1/3 
(satu per tiga) dari ancaman pidana pokok, dan ditambah narasi 
pidananya dalam pasal 108. Terakhir dalam pasal 109 mengatur 
mengenai tindak pidana pungutan, penguasaan serat 
pengangkutan kayu hasil pembalakan lkiar yang dilakukan oleh 
koorporasi atau atas namanya maka hukuman pidana 
dijatuhkan kepada pengurus koorporasi  

Ketegasan regulasi hukum kehutanan yang telah atur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan sebagai upaya untuk menghadirkan penegakan hukum 
kehutanan untuk menyelamatkan hamparan hutan di negeri 
tercinta Indonesia 
 

1.3 Kehutanan sebagai Harmonisasi Semesta 
Kajian keilmuan kehutanan mengkaji tentang aspek 

kesemestaan sehingga posisi kehutanan mencakup kajian alam 
yang begitu mendalam. Dalam prinsip keilmuan nusantara 
sebagaimana yang Penulis temukan sebuah teori baru yakni 
teori konstitusi nusantara, yang salah satunya menyebutkan 
bahwa untuk mewujudkan harmonisasi nusantara (HS) salah 
satu aspek fundamentalnya adalah hutan. Di Pulau Jawa 
merupakan episentrum harmonisasi semesta tersebut, sehingga 
hutan di Jawa perlu dijaga dengan baik lelestariannya sebagai 
wujud harmomisasi nusantara.  
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1.4 Kehutanan dan Kebudayaan 
Kehutanan memiliki kaitan dengan kebudayaan, karena 

dalam kehutanan terdapat hutan adat yang memiliki aspek 
budaya dan sejarah berupa hutan adat. Dan dalam Undang – 
Undang Kehutanan disebutkan bahwa masyarakat hukum adat 
memiliki fungsi: 
 

 
 

Gambar 1.3. Fungsi Masyarakat Hukum Adat dalam  
Pengelolaan  Kehutanan 

(Sumber ; UU Kehutanan , 2009) 
 

Eksitensi masyarakat hukum adat sangat penting dalam 
memanfaatkan, memelihara, dan merawat hutan dalam kawasan 
hutan adat, karena masyarakat hukum adat merasa ikut 
memiliki peran dalam menjaga ekosistem adat yang ada. 
Terdapat banyak masyarakat hukum adat yang memiliki 
tanggungjawab yang sempurana dalam memelihara kelestarian 
lingkungan di kawasan hutan, seperti di Baduy, Banten dan 
Kajang di Sulawesi Selatan. Mereka  memiliki andil besar dalam 
mejaga hutan agar tetap kokoh pelestariaan. Dengan modal 
nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh para leluhur 
nusantara yang diluhurkan membawa misi mulia para 

pemingutanterhadap  hasil hutan untuk 
pemenuhan kebutuhan masyarakat adat 

Pengelolaan hutan sesuai hukum adat yang 
berlaku dan Undang-Undang 

Pemberdayaan kesejahteraan 
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masyarakat hukum ada untuk memjaga lingkungan yang ada di 
kawasan hutan. 

Dua hal penting konsep kehutanan sebagai suatu 
harmonisasi semesta dan kehutanan sebagai suatu kebudayaan 
akan merekatkan hukum sebagai suatu penjaga kelestarian 
hukum agar segara regulasi kehutanan dilaksanakan secara 
konstitusional 
 

 
 

Gambar 1.4. Tiga Pilar Utama Konsep Kehutanan 
(Sumber ; Penulis , 2023) 

 
 

Dengan tiga pilar utama konsep kehutanan maka akan 
menciptakan keberlangsungan pembangunan kehutanan yang 
dilaksanakan secara konstitusional 
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BAB 2 
SEJARAH KEHUTANAN 
 

Oleh Sigit Normagiat 
 

2.1 Pendahuluan 
Hutan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

peradaban manusia sejak zaman prasejarah. Sejak manusia 
pertama kali hidup di bumi, hutan telah memberikan beragam 
manfaat bagi kelangsungan hidupnya. Hutan menjadi sumber 
makanan, obat-obatan, tempat berlindung, bahan bakar, dan 
masih banyak lagi keperluan lainnya. Ketergantungan manusia 
pada hutan ini berlanjut hingga kini.  

Interaksi umat manusia dengan hutan telah berlangsung 
sejak zaman prasejarah. Di berbagai penjuru dunia, leluhur kita 
yang hidup pada zaman dahulu telah mengembangkan metode 
dan praktik pengelolaan hutan serta pepohonan setempat guna 
memenuhi keperluan hidup mereka. Memahami bagaimana 
nenek moyang kita berhubungan dengan rimba dan alam liar 
pada masa lampau merupakan fondasi penting bagi keilmuan 
kehutanan di jaman kontemporer.  

Indikasi awal praktik pengelolaan hutan telah hadir sejak 
masa Cretaceous oleh masyarakat adat Australia yang 
memanfaatkan kebakaran untuk membentuk lanskap alam agar 
dapat menarik satwa buruan serta membersihkan akses jalan 
hutan. Peradaban Maya kuno juga membudidayakan kebun-
kebun hutan yang disebut “pet kot” guna menghasilkan bahan 
pangan, tanaman obat, dan kayu. Hal ini menggambarkan suatu 
hakikat universal – hutan telah menjadi penting bagi subsistensi 
atau kelangsungan hidup sehari-hari seluruh peradaban umat 
manusia sejak dahulu kala (Nigh and Diemont, 2013).  

Tradisi pengelolaan hutan kuno juga berevolusi secara 
independen di berbagai benua. Catatan sejarah Tiongkok kuno 
menyebutkan tentang pengembangan manual silvikultur 
terperinci untuk merawat spesies pohon-pohonan penting. 
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Aturan konservasi hutan suci di India berasal dari era Kerajaan 
Ashoka, bahkan hingga diabadikan menjadi nama jenis pohon 
Ashoka (Saraca Asoca) yang masih disakralkan hingga sekarang 
(Anonim, 2021). Jerman pada abad pertengahan pernah 
merumuskan hukum yang mengatur pemanenan hasil hutan 
pada kawasan hutan komunal. Sementara beberapa suku Indian 
asli Amerika Utara melakukan pemangkasan atau pencangkokan 
terhadap spesies pohon tertentu demi produksi bahan 
kebutuhan secara lestari (Tulowiecki and Larsen, 2015).  

Akan tetapi, kearifan pengelolaan hutan di masa lampau 
tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan material belaka. 
Hutan rimba dan pepohonan juga memiliki makna simbolik dan 
spiritual mendalam bagi kebudayaan leluhur di mana pun 
berada. Sistem kepercayaan animisme suku Celtic, Slavik, dan 
Indonesia menghormati roh-roh dan entitas-entitas penunggu 
alam hutan. Begitu pula kawasan hutan di Ghana dan Hawaii 
dikeramatkan dan dibatasi dari gangguan manusia demi 
melindungi tegakan hutan asli. Sementara banyak komunitas 
masyarakat dari Jepang dan Guatemala menggunakan wilayah 
berhutan sebagai sumber pangan, agama, dan identitas budaya.  

Saat itu ekosistem hutan global menghadapi tantangan 
perubahan besar akibat modernitas. Menelusuri warisan 
kearifan pengelolaan hutan dari berbagai peradaban kuno dari 
latar belakang geografis yang berbeda di seluruh dunia dapat 
mengingatkan kita bahwa senantiasa terdapat cara-cara 
seimbang dan bijaksana bagi umat manusia dalam berinteraksi 
dengan alam hutan. Kearifan kuno ini tetap relevan dalam 
menentukan langkah maju pengelolaan hutan di era modern. 
Mempelajari perspektif pengelolaan hutan zaman dahulu dari 
berbagai peradaban dunia memungkinkan para ahli kehutanan 
masa kini mengintegrasikan kebijakan baru dengan praktik-
praktik kelestarian yang telah teruji oleh waktu selama berabad-
abad lamanya.  

Interaksi antara manusia dan hutan terus berubah 
seiring dengan perkembangan zaman. Pada awalnya, hutan 
hanya dimanfaatkan secara subsisten untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan peradaban, 
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hutan mulai dieksploitasi sebagai komoditas ekonomi. Kegiatan 
penebangan, perladangan berpindah, dan lainnya mulai 
merambah hutan untuk menghasilkan keuntungan.  
  Eksploitasi hutan secara besar-besaran semakin marak 
terjadi pada era Industrialisasi di Eropa dan Amerika Utara. 
Kayu diperlukan dalam jumlah besar sebagai bahan bakar mesin 
uap dan bahan baku industri. Permintaan kayu yang tinggi ini 
memicu aktivitas penebangan hutan tropis di Asia dan Amerika 
Latin. Tindakan ini berdampak signifikan terhadap kelestarian 
hutan-hutan dunia.  

Pertengahan abad ke-20, gerakan konservasi alam mulai 
muncul akibat keprihatinan atas kerusakan hutan yang masif. 
Sejumlah wilayah hutan mulai dilindungi dalam bentuk taman 
nasional, cagar alam, maupun bentuk lainnya. Namun 
perjuangan melestarikan hutan hingga kini masih menyisakan 
berbagai tantangan besar. Pada abad ke-21 ini terjadi 
deforestasi dan degradasi hutan dalam skala yang 
mengkhawatirkan.  

Asal usul kehutanan mengungkapkan pemahaman 
manusia universal tentang pentingnya hutan dan 
pengelolaannya yang berkelanjutan. Budaya di seluruh dunia 
menyadari manfaat multifaset hutan, mengintegrasikannya ke 
dalam ekonomi, sistem kepercayaan, dan struktur sosial 
mereka. Mereka mengembangkan berbagai teknik, hukum, dan 
filosofi, yang menunjukkan kepedulian bawaan untuk 
melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hutan secara 
bertanggung jawab. Praktik leluhur kita dalam kehutanan 
berfungsi sebagai pengingat abadi akan peran penting yang 
terus dimainkan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam 
masyarakat modern kita saat ini, ketika kita berupaya menjaga 
keseimbangan yang rapuh antara kebutuhan manusia dan 
pelestarian lingkungan alam kita.  

 

2.2 Pentingnya mempelajari sejarah kehutanan 
Mempelajari sejarah kehutanan dapat memberi wawasan 

tentang bagaimana manusia telah berinteraksi dengan hutan 
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sepanjang waktu. Beberapa alasan utama mengapa mempelajari 
sejarah kehutanan itu penting:  
1. Memahami dampak jangka panjang dari praktik-praktik 

kehutanan di masa lalu. Ini bisa memberi pelajaran tentang 
apa yang berhasil atau gagal dalam pengelolaan hutan 
berkelanjutan.  

2. Melihat bagaimana kebijakan dan regulasi kehutanan 
berkembang sepanjang waktu. Ini dapat memberi wawasan 
tentang apa yang mungkin diperlukan di masa depan.  

3. Menilai bagaimana teknologi baru dan inovasi telah 
mempengaruhi praktik kehutanan. Ini dapat memberi ide 
tentang arah masa depan industri.  

4. Memahami dampak sosial dan ekonomi dari praktik 
kehutanan historis pada masyarakat yang bergantung pada 
hutan. Pelajaran dapat diterapkan saat ini.  

5. Mengapresiasi keanekaragaman hayati hutan dan bagaimana 
ini telah berubah sepanjang waktu akibat aktivitas manusia. 
Ini dapat menginformasikan upaya konservasi saat ini.  

 
 Upaya memahami tradisi kehutanan leluhur dari seluruh 

dunia memberi kita konteks historis dan pandangan mendasar 
yang berharga guna mengarahkan kebijakan kehutanan di masa 
mendatang. Mengintegrasikan kearifan ekologis global masa lalu 
dengan ilmu pengelolaan hutan kontemporer dipandang sebagai 
kunci penting menuju kelestarian hutan yang hakiki di era 
modern. Mempelajari sejarah kehutanan tidak hanya penting 
untuk memenuhi rasa ingin tahu kita akan masa lalu. Sejarah 
memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana interaksi 
manusia dengan hutan seharusnya dikelola secara bijaksana 
agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi 
mendatang. Kita harus menjadikan sejarah ini sebagai cermin 
untuk membangun harmoni baru antara manusia dan alam.  

 

2.3 Sejarah kehutanan di masa prasejarah 
Interaksi manusia dengan hutan pada masa prasejarah 

sangat erat. Hingga periode Neolitikum, keberadaan hutan di 
hampir seluruh belahan dunia masih sangat luas dan lebat. 
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Hutan secara langsung menyediakan kebutuhan dasar manusia 
purba dalam jumlah melimpah, mencakup pangan (buah, biji-
bijian, jamur, madu), air bersih, kayu bakar, bahan bangunan, 
obat-obatan, dan tempat berlindung bagi pemukim awal.  

Manusia prasejarah bergantung sepenuhnya pada hasil 
hutan dan kegiatan berburu. Hidup mereka sangat subsisten 
dengan memanfaatkan sumber daya alam, pindah dari satu 
tempat ke tempat lain mengikuti ketersediaan makanan. 
Pengetahuan mereka tentang hubungan ekologis dalam hutan 
masih sangat terbatas. Meski begitu, sejumlah norma dan aturan 
adat berperan menjaga keseimbangan dan kelestarian hutan. 
Ada larangan menebang sembarangan atau mengambil hasil 
hutan secara berlebihan. Berikut pembagian periode kehutanan 
di masa prasejarah:  
2.3.1 Periode Paleolitikum  

Periode ini dikenal juga dengan zaman batu tua. 
Dinamakan demikian karena ciri alat yang digunakan berupa 
batu kasar. Zaman Dimulai sekitar 2,6 juta hingga 12.000 tahun 
yang lalu. Kehidupan manusia sepenuhnya bergantung pada 
berburu-meramu dan bersifat nomaden. Manusia Paleolitikum 
mengandalkan sumber daya hutan antara lain buah-buahan, 
tanaman liar seperti umbi dan akar-akaran, serta menangkap 
serangga dan hewan untuk sumber protein. Mereka tinggal di 
gua-gua atau pelindung alami lain yang terdapat di dalam hutan 
lebat saat itu. Walaupun aktivitas pemanfaatan hutannya masih 
bersifat subsisten dan jarang menetap, aktivitas pembakaran 
untuk berburu dan memasak mengakibatkan gangguan lokal 
pada tutupan hutan (Anonim, 2023).  

 
2.3.2 Periode Mesolitikum  

Antara 12.000 hingga 8.000 tahun lalu. Perkembangan 
teknologi seperti kapak batu memungkinkan pemanfaatan 
hutan yang lebih luas. Berburu dengan cara membakar hutan 
juga intensif dilakukan untuk menggiring satwa buruan. Sistem 
hunian menjadi lebih semi-permanen dengan desa-desa pada 
lokasi strategis sumber daya. Deforestasi terjadi di Mediterania 
dan Timur Tengah karena aktivitas ini, walaupun dampaknya 
masih minor. Pemahaman manusia terhadap hutan juga makin 
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meningkat, contohnya pengenalan siklus musiman di hutan. 
Ritual dan aturan adat terkait hutan muncul, misalnya 
pantangan menebang sembarang pohon atau memanfaatkan 
hasil hutan secara berlebih (Guilaine and Manen, 2007).  

 
2.3.3 Periode Neolitikum  

Dimulai sekitar 8.000 tahun lalu di berbagai periode pada 
tiap wilayah. Munculnya praktik bercocok tanam dan beternak 
memberi tekanan terhadap hutan karena harus membuka lahan 
lebih banyak. Teknik perladangan berpindah yang masih sangat 
sederhana diterapkan, dengan penebangan dan pembakaran 
hutan untuk lahan pertanian yang hanya digunakan beberapa 
musim. Area hutan yang terbakar cukup luas, tetapi akan 
ditinggalkan selama beberapa dekade untuk pemulihan. 
Tekanan terhadap hutan masih bersifat lokal dan sporadis, 
belum mengancam keberadaan hutan secara global (Sánchez-
García et al., 2024).  

Terjadi transisi besar pada periode Neolitikum ketika 
masyarakat mulai bercocok tanam dan beternak. Perladangan 
berpindah mulai merebak ke berbagai wilayah, ditandai oleh 
dibukanya lahan hutan melalui pembakaran untuk dijadikan 
lahan pertanian tanaman pangan dan sayuran. Penebangan 
hutan jangka pendek ini meninggalkan dampak lokal yang 
cukup signifikan. Namun setelah periode tanam berakhir, lahan 
akan dibiarkan kembali menjadi hutan selama beberapa dekade 
sebelum siklus dimulai lagi (Expósito et al., 2023).  

Keresahan terhadap hutan mulai meningkat pada Zaman 
Perunggu dan Zaman Besi, seiring pertambahan populasi dan 
permukiman manusia kebutuhan manusia dari lahan hutan juga 
meningkat. Kondisi hutan di wilayah-wilayah padat penduduk 
seperti Mesopotamia, Lembah Sungai Indus, Tiongkok Utara, 
Iberia dan Amerika Tengah mulai mengalami degradasi 
(Rubiales et al., 2011). Akan tetapi, secara keseluruhan dampak 
manusia prasejarah terhadap hutan berskala terbatas dan 
regional. Hanya pada akhir periode ini beberapa peradaban 
maju melakukan deforestasi dalam skala luas, meninggalkan 
warisan masalah ekologis bagi masa sejarah.  
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2.4 Kehutanan di pusat peradaban kuno 
2.4.1 Peradaban Mesopotamia 

Salah satu peradaban tertua yang dikenal maju dalam 
praktik kehutanan adalah peradaban Mesopotamia. Negeri yang 
terbentang di antara Sungai Eufrat dan Tigris ini kaya akan 
hutan yang menyediakan beragam manfaat bagi kehidupan 
masyarakatnya. Bangsa Sumeria dan Babilonia di Mesopotamia 
banyak mengandalkan hasil hutan untuk bahan bangunan, 
perkakas rumah tangga, penyedia kayu bakar, hingga kebutuhan 
religius seperti pembuatan patung dan kuil. Mereka tidak 
sembarangan menebang dan menjarah hutan. Sebaliknya, teknik 
selektif diterapkan dan diatur oleh para penguasa kerajaan.  

Raja Babilonia yang bernama Hammurabi (tahun 18 SM) 
telah membuat hukum dikenal dengan kode Hammurabi yang 
terdiri dari 282 pasal (Robert, 1904). Diantara pasal tersebut 
terdapat aturan khusus terkait perlindungan hutan Detail 
aturan tersebut adalah sebagai berikut:   
1. Melarang menebang pohon di pinggir sungai karena dapat 

menyebabkan erosi dan kerusakan tanggul.  
2. Mewajibkan penanaman kembali jika seseorang menebang 

pohon milik tetangganya tanpa izin. Jenis pohonnya harus 
disesuaikan.  

3. Menetapkan denda/hukuman bagi yang dengan sengaja 
membakar ladang atau pohon milik orang lain.  

4. Melindungi nilai ekonomis pohon, terutama pohon-pohon 
produktif seperti kurma dan anggur.   

5. Selain itu, rakyat biasa pun dilarang menebang pohon secara 
sewenang-wenang. Penebangan dan penanaman pohon baru 
terencana dengan baik agar sumber daya hutan lestari bagi 
generasi selanjutnya.   

 
Masyarakat Mesopotamia kuno memahami manfaat 

jangka panjang dari hutan. Karena itu, hutan dan pohon kerap 
diasosiasikan dengan makna agamis dan kultural. Ada beragam 
upacara keagamaan dan mitologi yang dipersembahkan untuk 
para dewa pohon. Kesadaran ekologis ini mendorong praktik 



 

22 

kehutanan Mesopotamia menuju ke arah yang lebih 
berkelanjutan.  

 
2.4.2 Peradaban suku maya 

Peradaban Maya di Amerika Tengah bergantung pada 
hutan hujan tropis di sekitarnya. Pepohonan beringin suci 
menjadi simbol penting dalam ritual dan kepercayaan mereka. 
Kayu juga digunakan untuk membangun piramida dan kuil 
monumental yang masih berdiri hingga hari ini. 

Peradaban Maya berkembang di wilayah yang kini 
mencakup Meksiko selatan, Guatemala, Belize, dan Honduras 
bagian barat. Mereka membangun kota-kota monumental yang 
mengagumkan di tengah hutan hujan tropis yang lebat di 
wilayah tersebut. Pepohonan yang paling penting bagi 
kebudayaan Maya adalah pohon Kapok (Ceiba pentandra) dan 
pohon Beringin (Ficus sp.). 

Pohon Kapok dipandang suci dan melambangkan pohon 
kehidupan dalam kosmologi Maya. Banyak kuil dan istana Maya 
yang dibangun mengelilingi pohon Kapok tua dan angker 
sebagai simbol perlindungan. Kayunya yang ringan dan kuat 
juga digunakan untuk membuat perahu, pelampung jaring ikan, 
dan alat musik seperti drum. Daun dan buah Kapok juga 
berguna sebagai sumber serat dan bahan bakar (Maestri, 2019). 

Sementara itu, spesies beringin yang tumbuh di wilayah 
Maya menyediakan buah ara yang menjadi makanan penting. 
Akarnya yang menjalar dan kuat dimanfaatkan dalam 
konstruksi bangunan batu. Dahan beringin kerap digunakan 
masyarakat Maya kuno untuk upacara dan ritual keagamaan 
mereka yang kaya. Bahkan setelah runtuhnya peradaban Maya, 
pohon beringin tetap menjadi simbol sakral bagi suku Maya 
kontemporer. 

 
2.4.3 Peradaban Mesir Kuno 

Mesir Kuno memiliki salah satu peradaban paling maju di 
masanya dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang 
pengelolaan hutan. Orang Mesir secara strategis menanam dan 
memelihara perkebunan pohon di sepanjang Sungai Nil, 
menyediakan pasokan kayu yang konsisten untuk konstruksi, 
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pembuatan kapal, dan tujuan lainnya. Selain itu, mereka 
mengadopsi metode seperti penebangan bertahap, 
pemangkasan, dan penebangan selektif untuk mendorong 
regenerasi dan pertumbuhan pohon, sehingga praktik 
kehutanan mereka dapat berkelanjutan (Oedekoven, n.d.).  

 
2.4.4 Peradaban Cina Kuno 

Cina, dengan lanskapnya yang luas dan ekosistem yang 
beragam, mengembangkan tradisi kehutanan yang kaya pada 
zaman kuno. Di Tiongkok Kuno, hutan dianggap sebagai rumah 
para dewi. Orang Cina kuno juga menekankan makna filosofis 
dan spiritual hutan, menganggapnya suci dan 
mengintegrasikannya ke dalam sistem kepercayaan dan praktik 
budaya mereka (Jiang, 2012).  

Hutan telah menjadi bagian integral dari kebudayaan 
Tiongkok sejak zaman purba. Pada zaman Dinasti Shang dan 
Zhou (1600 SM - 256 SM), hutan dianggap sebagai wilayah 
spiritual tempat banyak roh dan dewi tinggal. Bambu, cemara, 
dan oak kerap digunakan untuk upacara ritual dan pertunjukan 
tari sakral.  

Ketika Dinasti Qin berkuasa (221 SM - 206 SM), Tembok 
Besar Cina yang ikonik dibangun dengan banyak menggunakan 
kayu dari hutan cemara dan ek setempat (Patalano et al., 2021). 
Kaisar Qin Shi Huang bahkan memerintahkan dibangunnya 
Hutan Orang-orangan Tanah Liat, sebuah replika hutan lengkap 
dengan ratusan monumen dan patung prajurit yang terbuat dari 
tanah liat. 

Masa Dinasti Han (206 SM - 220 M), kaisar-kaisar kerap 
membangun taman-taman imperial pribadi mereka yang indah 
dan mewah. Taman-taman serta istana kayu besar dibangun di 
antara pegunungan yang berhutan lebat dan dilengkapi kolam, 
sungai buatan, serta air terjun. Contoh terkenalnya adalah 
Taman Shanglin milik Kaisar Wu. Kayu cemara, bambu dan 
Istana Kayu Musim Panas di Taman Yuanmingyuan juga 
termasyhur hingga kini (Lee and Han, n.d.). 

Hutan dan taman kerajaan terus memainkan peranan 
penting pada Dinasti Tang dan Song. Melalui puisi dan lukisan, 
keindahan alam pegunungan berhutan kerap ditampilkan 
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sebagai subyek seni yang diagungkan. Hingga kini, warisan 
kecintaan masyarakat Tiongkok pada alam terutama hutan 
masih tertanam kuat dalam budaya mereka. 

 
2.4.5 Peradaban Yunani 

Orang Yunani menganggap hutan penting untuk menjaga 
keseimbangan ekologis, mencegah erosi tanah, dan mendukung 
habitat satwa liar. Mereka memberlakukan undang-undang yang 
melarang kerusakan hutan dan memulai program penghijauan 
kembali, menunjukkan pemahaman mereka tentang 
pengelolaan hutan berkelanjutan.  

Pohon oak keramat yang berada di Dodona di Epirius 
dipercaya sebagai tempat Zeus dan Dione memberikan nasihat 
dan ramalan melalui dedaunannya yang bergoyang. Hutan suci 
olive di dekat Athens juga memiliki makna ritual bagi bangsa 
Yunani. 

Kayu adalah material utama yang digunakan dalam 
konstruksi kapal, bangunan, dan furniture oleh masyarakat 
Yunani purba. Mereka mengandalkan kayu dari hutan pinus, 
juniper, palm, dan pohon buah untuk berbagai kebutuhan 
sehari-hari mereka. Pedagang dan pandai besi juga 
memanfaatkan arang kayu dari hutan lebat untuk industri dan 
dagang mereka. 

Dalam mitologi Yunani, hutan dan pohon-pohon kerap 
memiliki makna sakral dan dihuni makhluk-makhluk ajaib. 
Hutan termasyhur seperti hutan Calydonia tempat pemburuan 
babi hutan Calydonia atau Hutan Dodona disebut-sebut sebagai 
lokasi mukjizat dan petualangan para pahlawan Yunani kuno. 

Saat kerajaan dan kota-kota Yunani mulai berkembang, 
banyak hutan ditebang untuk memberi lahan bagi pemukiman 
dan pertanian. Namun demikian, hutan dan pohon olive masih 
memainkan peran penting dalam ritual keagamaan dan upacara 
kenegaraan bangsa Yunani hingga kekaisaran Romawi. Warisan 
cinta masyarakat Yunani akan alam dan hutan masih bisa 
dilacak hingga budaya Eropa kontemporer (Thommen, 2012). 
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2.4.6 Peradaban Romawi 
Demikian pula, orang Romawi menyadari manfaat hutan 

yang multidimensi, termasuk produksi kayu dan tempat 
berburu. Mereka dikenal karena upaya reboisasi skala besar 
mereka dan pengembangan praktik pengelolaan hutan, 
membangun jaringan luas penjaga hutan untuk mengawasi dan 
melindungi sumber daya alam ini.  

Hutan telah dimanfaatkan oleh peradaban Romawi kuno 
sejak awal sejarah mereka. Kayu sangat penting karena 
dibutuhkan dalam jumlah besar untuk membangun rumah, 
kapal, alat pertanian, dan bahan bakar. Hutan oak, maple, ash, 
hazel dan pinus menyediakan berbagai jenis kayu berguna bagi 
kekaisaran Romawi. 

Selama berabad-abad, banyak hutan disekitar Roma 
ditebang tanpa aturan untuk memenuhi kebutuhan perkotaan 
yang membengkak. Akibatnya, pada abad ke 2 Masehi, kayu 
mulai langka di sebagian wilayah Italia dan Provinsi Romawi. 
Kaisar Hadrian kemudian mengeluarkan undang-undang yang 
melindungi hutan dan mengatur penebangan pohon secara 
berkelanjutan di Afrika Utara dan daerah-daerah jajahan 
Romawi. 

Meski demikian penebangan liar tetap berlangsung. Pada 
abad ke-4 M, Romawi mengimpor kayu dari hutan lebat 
Jermania dan Baltik. Mereka bahkan memperluas jalan-jalan ke 
hutan Eropa Utara untuk transportasi kayu-kayu gelondongan. 
Pembalakan sempat menurun saat Kekaisaran Romawi mulai 
runtuh pada abad ke-5 Masehi (Hughes, 1982). 

Terlepas dari eksploitasi berlebihan, hutan dan 
pepohonan juga menginspirasi mitologi dan seni Romawi. 
Pohon laurel melambangkan kemenangan, sedangkan hutan 
keramat dipercaya sebagai tempat bersemayamnya satir, 
faunus, dan nimfa. Warisan cinta Romawi pada alam ini turut 
mempengaruhi seni dan sastra Eropa selanjutnya. 

 

2.5 Kehutanan pada abad pertengahan 
Awal abad pertengahan di Eropa sekitar 500-1000 

Masehi, sebagian besar lahan masih ditutupi hutan lebat. Hutan-
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hutan ek, beech, dan pinus menyediakan berbagai kebutuhan 
masyarakat seperti kayu bakar, bahan bangunan, makanan, dan 
tempat berburu. 

Kerajaan dan biara-biara memperluas pengaruh mereka 
dengan mendirikan hutan milik yang dikelola secara ketat. Raja 
dan bangsawan juga memiliki “hunting forest” pribadi yang 
dipagari untuk berburu rusa, babi hutan dan hewan buruan 
lainnya. 

Penebangan hutan semakin meningkat seiring 
bertambahnya populasi dan ekspansi lahan pertanian di Eropa. 
Pada 1200-an. Venesia mulai mengimpor kayu dari Hutan 
Balkan dan Kaukasus untuk industri kapal dan konstruksinya 
setelah kehabisan stok kayu lokal. 

Kemudian pada tahun 1219 dan 1254, Raja Louis VIII dan 
Louis IX mengeluarkan Ordonansi Prancis pasca konsultasi 
dengan para bangsawan. Ordonansi pertama kali 
mengklasifikasikan hutan Prancis ke dalam hutan terlarang, 
cadangan kerajaan dan hutan hak penggunaan. Ordonansi 
kehutanan ini juga melarang penebangan pohon di sembarang 
tempat di hutan kerajaan. Warga sipil maupun bangsawan 
diwajibkan perizinan resmi.  

Pengelolaan hutan secara terencana di Eropa pertama 
kali muncul di Krallarik Prancis pada abad ke-13, yang 
memperkenalkan kode kehutanan formal. Kerajaan Prancis 
menjadi salah satu yang terdepan dalam merumuskan kode 
kehutanan formal di Eropa sejak abad pertengahan. Raja Philip 
II Augustus pertama kali mengeluarkan maklumat resmi perihal 
administrasi kehutanan pada tahun 1209. Maklumat ini 
mengatur hak istimewa bangsawan setempat dalam 
memanfaatkan hasil hutan kerajaan serta memberikan regulasi 
penebangan kayu.  

Perkembangan terbesar dalam kodifikasi kehutanan 
Prancis terjadi pada masa pemerintahan Raja Philip IV di mana 
Colbert of the Woods ditetapkan pada tahun 1346. Dokumen 
hukum kehutanan komprehensif ini mengatur dengan rinci sifat 
eksklusif hutan kerajaan, tata cara penebangan pohon di setiap 
kategori hutan, hingga aturan perlindungan hutan, flora dan 
fauna kerajaan.  
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Demikian secara umum, Prancis abad pertengahan telah 
merevolusi tata kelola hutan melalui formulasi hukum dan 
prosedur sistematis yang ketat. Model ini kemudian ditiru dan 
disempurnakan negara Eropa lain termasuk Jerman dan Inggris 
yang juga mulai mengembangkan peraturan kehutanan 
tersendiri.  

Pada akhir abad pertengahan sekitar 1400-1500 Masehi, 
semakin banyak hutan dikonversi menjadi lahan pertanian dan 
peternakan. Namun demikian, hutan masih menyediakan 
banyak sumber daya penting bagi kehidupan di Eropa kala itu. 
Aktivitas penebangan dan perburuan hutan tetap populer dalam 
budaya masa itu. 

 

2.6 Sejarah kehutanan pada masa Revolusi 
Industri  

Pada abad ke-18, ilmu kehutanan modern mulai 
berkembang pesat di Eropa. Ahli kehutanan Jerman Georg 
Ludwig Hartig dan Heinrich Cotta dianggap sebagai bapak 
pendiri ilmu kehutanan dunia, meletakkan dasar-dasar 
silvikultur. Mereka mempelajari cara perkecambahan, 
pertumbuhan pohon, dan dinamika hutan. Penemuan-
penemuan ini kemudian diterapkan untuk sistem pengaturan 
hutan lestari di Eropa.  

Revolusi Industri di Inggris dan Eropa pada abad ke-19 
memacu lonjakan eksploitasi hutan secara masif. Kayu 
dibutuhkan dalam jumlah besar sebagai bahan bakar dan bahan 
mentah industri, bidang manufaktur, transportasi, dan teknologi 
meningkatkan permintaan bahan baku industri, terutama kayu, 
secara eksponensial.  

Di Inggris, hutan-hutan tua diaatasnamakan kemajuan 
diubah menjadi lahan pertambangan batu bara dan pembangkit 
listrik bertenaga uap. Terjadinya Demam emas yang didorong 
oleh penemuan kandungan emas di wilayah tutupan hutan 
Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya menyebabkan 
pembukaan lahan hutan semakin masif. Kemudian penebangan 
kayu juga dilakukan tidak hanya untuk bahan konstruksi dan 
bahan baku industri, namun dan sebagai bahan bakar mesin-
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mesin pabrik dan kereta api uap hasil revolusi industri (Holmes, 
1975).  

Eksploitasi hutan komersial skala industri ini terjadi 
sangat cepat dan masif, jauh melebihi kapasitas hutan untuk 
pulih kembali. Dalam beberapa dekade hutan alami di Eropa 
Barat, Amerika Timur dan sebagian Kanada nyaris punah, 
digantikan lahan pertanian dan perkotaan. Berbagai spesies 
flora dan fauna ikut terancam. Dampaknya mencakup erosi 
tanah, pendangkalan sungai, banjir dan bencana ekologis lain 
dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.  

  
Gerakan konservasi hutan di Amerika pada abad ke-19 

berawal dari meningkatnya keprihatinan akan nasib hutan. 
Sejumlah ilmuwan, aktivis, dan pejabat pemerintah menyadari 
bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan akibat eksploitasi 
komersial telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.  

Pada tahun 1864, George Perkins Marsh menulis buku 
berjudul Man and Nature yang menjadi salah satu karya 
monumental konservasi Amerika. Ia memaparkan bahwa 
tindakan manusia telah menyebabkan kerusakan hutan dalam 
skala masif. Marsh lantas mendesak dilakukan restorasi hutan 
dan danau demi kelestarian alam.  

Gagasan Marsh kemudian diteruskan oleh aktivis dan 
pegiat lingkungan seperti John Muir yang merupaka seorang 
naturalis otodidak dan penjelajah alam. Pada tahun 1892, Muir 
mendirikan klub alam Sierra yang mengkampanyekan nilai 
spiritual dan keindahan alam liar Amerika. Berkat advokasinya 
pada pemerintahan Theodore Roosevelt, Yellowstone menjadi 
taman nasional pertama AS pada 1872. Lalu ia gigih melobi 
pemerintah federal melindungi lembah Yosemite dan 
sekitarnya. Berkat Muir, Presiden Roosevelt mendirikan 
Yosemite National Park pada 1890. Ia dijuluki Bapak Taman 
Nasional. Muir bertekad ingin menyelamatkan fragmen terakhir 
hutan alami di Amerika dari caplok industri.   

Pada periode yang sama, pemerintah Amerika menunjuk 
Gifford Pinchot sebagai kepala divisi kehutanan. Ia merumuskan 
dasar-dasar ilmu kehutanan dan meletakkan sistem 
perlindungan hutan seperti sustainable-yield forestry serta 
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pembentukan forest reserves yang menjadi cikal bakal hutan 
nasional.  

Gerakan advokasi yang gigih dari kalangan intelektual, 
aktivis lingkungan, dan legislasi konkret ini kemudian 
mengantarkan terbentuknya paradigma baru pengelolaan hutan 
di Amerika yang lebih memperhatikan aspek kelestarian 
lingkungan hidup. Inilah awal mula konservasi hutan Amerika 
modern.  

Baru pada akhir abad ke-19 kesadaran akan arti 
pentingnya kelestarian hutan memuncak. Sejumlah aktivis 
lingkungan melakukan kampanye penyelamatan hutan dan 
satwa liar. Selanjutnya berdirilah badan-badan kehutanan 
pemerintah yang kini mengatur pengelolaan hutan secara 
berkelanjutan di wilayah Eropa dan Amerika.  

 Namun kemudian, paradigma konservasi hutan mulai 
mengemuka. Pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan 
keberlanjutan produksi kayu dan kesehatan ekosistem hutan 
diterapkan. Sistem silvikultur yang meniru proses alami 
dinamika hutan dikembangkan. Penanaman pohon secara luas, 
perlindungan habitat satwa, serta pembatasan pemanfaatan 
hutan menjadi perhatian utama.  

Saat ini, sebagian besar negara Eropa telah menerapkan 
kebijakan dan praktik pengelolaan hutan lestari. Bidang 
kehutanan modern terus berkembang pesat, integrasi ilmu 
pengetahuan alam dengan praktik lapangan dari masa ke masa 
membantu kemajuan kehutanan di Eropa hingga saat ini.  

 

2.7 Sejarah kehutanan pada masa perang dunia 
I dan II 

Perang Dunia I yang meletus pada 1914-1918 telah 
memberikan dampak mendalam bagi kehutanan di Eropa dan 
negara-negara terlibat lainnya. Dalam masa perang, permintaan 
kayu meningkat tajam untuk beragam kebutuhan material 
perang seperti bahan konstruksi perkubuan, kendaraan militer, 
tongkat senapan, dan kotak amunisi (Anonim, 2018).  

Banyak hutan di Prancis dan Belgia yang menjadi medan 
pertempuran langsung diluluhlantakkan oleh ledakan artileri 
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dan teror senjata api. Lanskap hutan yang tadinya rindang 
beralih rupa menjadi tumpukan puing berserakan. Di sisi hutan 
yang masih berdiri, pohon-pohon matang ditebang paksa oleh 
militer untuk kebutuhan perang meskipun belum waktu panen. 
Akibat tekanan berlebih ini, banyak kawasan hutan di Eropa 
Barat mengalami degradasi ekosistem parah dalam beberapa 
tahun saja.  

Di Britania Raya, Kanada dan Amerika Serikat, 
pemerintah meningkatkan target produksi kayu demi 
memenuhi pesanan material perlengkapan militer sekutunya di 
Front Barat. Relaksasi regulasi kehutanan terjadi agar target 
cepat terpenuhi. Akibatnya banyak praktik penebangan ilegal 
dan eksploitasi hutan yang merusak.  

Paska gencatan senjata tahun 1918, pemerintah berbagai 
negara sibuk merehabilitasi dan mereboisasi hutan-hutan yang 
rusak parah akibat perang. Upaya restorasi besar-besaran ini 
memakan waktu dan biaya yang sangat besar, juga berdampak 
pada melambatnya pembangunan ekonomi pasca-perang. 
Namun positifnya, kesadaran pentingnya pengelolaan hutan 
lestari makin meningkat pasca peristiwa kelam ini agar tragedi 
serupa tak terulang di masa depan.  

Peran kehutanan dalam Perang Dunia II mencerminkan 
dinamika kompleks di mana hutan menjadi sumber daya 
strategis yang sangat diperlukan. Dalam konteks perang global 
ini, kebutuhan mendesak untuk memenuhi permintaan militer, 
terutama untuk produksi kapal perang, pesawat, dan 
perlengkapan militer lainnya, menciptakan tantangan signifikan 
terhadap sumber daya alam, khususnya kayu. Hutan-hutan 
menjadi pangkal kebutuhan esensial seperti bahan konstruksi, 
bahan bakar, dan serat.  

Meskipun kebutuhan akan sumber daya kayu sangat 
meningkat, perang juga membuka mata terhadap potensi 
dampak negatif dari eksploitasi berlebihan terhadap hutan. 
Deforestasi yang intensif dan penggunaan yang tidak 
berkelanjutan mengakibatkan krisis sumber daya alam di 
beberapa wilayah, mengancam keberlanjutan ekosistem hutan.  

Di tengah tekanan kebutuhan perang, muncul upaya 
untuk mengelola hutan secara lebih berkelanjutan. Beberapa 
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negara meluncurkan program reboisasi yang ambisius untuk 
menggantikan hutan yang telah ditebang. Kampanye konservasi, 
didukung oleh propaganda dan poster-poster yang 
membangkitkan semangat patriotisme, berusaha mengajak 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelamatan 
sumber daya alam. Selain itu, organisasi konservasi mulai 
mendorong pendekatan kehutanan yang berfokus pada 
pemulihan dan pengelolaan lestari, membawa perubahan 
signifikan dalam paradigma pengelolaan hutan. Fakta signifikan 
lainnya adalah pembentukan Organisasi Pangan dan Pertanian 
(FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. FAO 
memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan 
internasional terkait kehutanan dan pengelolaan sumber daya 
alam secara umum .  

Pascaperang, pengalaman konflik ini memberikan 
pelajaran berharga. Kesadaran akan dampak eksploitasi 
berlebihan terhadap hutan mendorong perubahan dalam 
pandangan terhadap pengelolaan sumber daya alam, 
menciptakan pijakan untuk pembentukan kebijakan konservasi 
global di era pascaperang. Sejarah kehutanan selama Perang 
Dunia II mengilustrasikan peran kompleks hutan sebagai 
sumber daya strategis, sambil memberikan inspirasi bagi 
perkembangan pendekatan konservasi yang lebih bijaksana dan 
berkelanjutan.  
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BAB 3 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI 
KEHUTANAN 
 
Oleh Firlawanti Lestari Baguna 
 
3.1 Pengertian dan pentingnya keanekaragaman 

hayati 
Keanekaragaman hayati atau biodiversitas yaitu jumlah 

total seluruh makhluk hidup, kekayaan yang luas dan variasi 
dunia kehidupan dari tingkat gen hingga bioma. 
Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam 
makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun 
mikroorganisme, yang saling berinteraksi dan membentuk 
ekosistem. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 
tiga tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat 
ekosistem. 

Keanekaragaman genetik (genetic diversity) adalah 
variasi genetik yang terdapat dalam suatu spesies. Gen adalah 
satuan pewarisan sifat yang menentukan karakteristik makhluk 
hidup. Variasi genetik dapat terjadi karena mutasi, rekombinasi, 
atau migrasi gen. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen 
pada tumbuhan adalah berbagai bambu salah satunya Genus 
Schizostachyum. Varietas ini memiliki perbedaan warna batang, 
ukuran, bentuk daun dan ketebalan dinding bambu. 
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Gambar 3.3. Bambu Tutul 

(Bambusa maculata) 

(Sumber : Doc Pribadi, 2021) 

 
Gambar 3.4. Bambu Talang 

(Schizostachyum 
brachycladum) 

 
Keanekaragaman spesies (species diversity) yaitu variasi 

jenis makhluk hidup yang berbeda dalam suatu daerah. Spesies 
adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki kemiripan ciri 
morfologi, fisiologi, dan genetik, serta dapat menghasilkan 
keturunan yang fertil. Variasi spesies dapat terjadi karena 
adaptasi, spesiasi, atau kepunahan. Contoh keanekaragaman 
hayati tingkat spesies pada tumbuhan adalah berbagai jenis 
pohon yang tumbuh di hutan hujan tropis, seperti meranti, jati, 
mahoni, dan ramin. Contoh keanekaragaman hayati tingkat 
spesies pada tumbuhan adalah berbagai jenis bambu yang hidup 
di Maluku Utara, seperti Bambu Tutul, Bambu Ampel dan 
Loleba. 

Keanekaragaman ekosistem (ecosystem diversity) adalah 
variasi lingkungan hidup yang terdapat di suatu wilayah. 
Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara komponen biotik 
(makhluk hidup) dan abiotik (faktor fisik dan kimia) yang saling 
mempengaruhi satu sama lain. Variasi ekosistem dapat terjadi 
karena perbedaan iklim, topografi, atau pengaruh manusia. 
Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu; 
1. Ekosistem lumut, tumbuhan dominan yaitu lumut berada di 

sekitar puncak gunung atau daerah dingin sekitar kutub. 
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2. Ekosistem gurun, tumbuhan dominan adalah kelompok 
xerofit seperti Kaktus sedangkan hewan yang dijumpai di 
dalamnya adalah reptil dan mamalia kecil. Kondisi ini 
karena perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, 
angin kencang, iklim panas dan hujan yang sangat sedikit. 

3. Ekosistem hutan konifer, tumbuhan dominan yaitu 
tumbuhan berdaun seperti jarum seperti pinus atau cemara. 

4. Ekosistem Pantai memiliki 2 (dua) formasi tumbuhan yaitu  
formasi pes-caprae dan barringtonia berbentuk perdu atau 
pohon. Formasi Pres-Caprae didominasi formasi Ipomea 
pres-caprae, tumbuhan lainnya adalah Vigna, Crinum 
asiaticum (bakung), Spinifex littoreus (rumput angin), 
Canavalia maritime, Euphorbia atoto, Scaevola frutuscens 
(babakoan) dan Pandanus tectorius (pandan),. Formasi 
Baringtonia didominasi pohon Baringtonia (butun), 
tumbuhan lainnya seperti Terminalia catapa (Ketapang). 
Hibiscus tiliaceus (waru laut), Erythrina, Hernandia dan 
Callophylum inophylum (nyamplung). 
 

3.1.1 Ruang lingkup 
Keanekaragaman hayati kehutanan memiliki peran 

penting bagi keseimbangan alam, kesejahteraan manusia, dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa hal 
yang termasuk dalam ruang lingkup keanekaragaman hayati di 
bidang kehutanan adalah; 
1. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa 

beserta ekosistemnya. Pengawetan ini dapat dilakukan 
dengan metode in-situ (di habitat asli) atau ex-situ (di luar 
habitat asli). Contoh pengawetan insitu adalah 
pembentukan kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan 
pelestarian alam, dan taman buru. Contoh pengawetan 
eksitu adalah pembentukan kebun binatang, kebun botani, 
bank gen, dan kultur jaringan. 

2. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya. Pemanfaatan ini harus memperhatikan 
prinsip-prinsip ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. 
Pemanfaatan ini dapat berupa pemanfaatan pangan, 
sandang, obat-obatan, bahan kimia alami, bahan industri, 
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bahan energi, jasa lingkungan, pariwisata alam, dan 
penelitian ilmiah. 

3. Pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan 
pendekatan ekosistem. Pengelolaan ini harus 
mempertimbangkan keselarasan ekologis, sosial, dan jasa 
lingkungan di dalam dan luar kawasan konservasi. 
Pengelolaan ini juga harus melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, 
swasta, LSM, dan media. 

4. Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai 
keanekaragaman hayati tinggi. Inventarisasi dan verifikasi 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan 
kawasan yang memiliki nilai penting bagi pelestarian 
keanekaragaman hayati. Inventarisasi dan verifikasi ini 
meliputi penentuan objek inventarisasi, verifikasi data 
tutupan lahan dan open area kawasan konservasi, 
inventarisasi dan verifikasi tipe ekosistem di kawasan 
konservasi, inventarisasi dan verifikasi objek kehati tinggi 
di kawasan konservasi, penentuan metode inventarisasi, 
dan pelaporan hasil inventarisasi. 

 
3.1.2 Manfaat keanekaragaman hayati di Bidang Kehutanan 

Keanekaragaman hayati mengacu pada semua bentuk 
kehidupan yang terdapat di dalam Kawasan hutan dan 
fungsinya. Keanekaragaman hayati terdiri dari flora dan fauna 
yang ada dalam Kawasan hutan. Flora dan fauna memiliki 
banyak nilai dan manfaat bagi kehidupan manusia dan 
lingkungan secara ekonomi, ekologi dan sosial budaya sebagai 
berikut; 
1. Secara ekonomi, flora dan fauna dapat menjadi sumber 

pangan, pakan, pendapatan rumah tangga, bahan baku 
industri, hiasan, tradisi, budaya dan energi. Misalnya pohon 
karet yang dijadikan sebagai bahan baku ban, bambu 
sebagai bahan bangunan. 

2. Secara ekologi, flora dan fauna dapat memberikan jasa 
lingkungan yaitu fungsi–fungsi  hutan yang berkaitan 
dengan keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan 
manusia. Seperti pengaturan tata air, penyediaan oksigen, 
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penyerapan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati 
dan pariwisata. 

3. Secara sosial budaya flora dan fauna dapat menjadi sumber 
ilmu pengetahuan, Pendidikan, rekreasi, Kesehatan, 
keindahan dan kearifan lokal. Misalnya taman nasional yang 
dapat dijadikan tempat wisata, flora kelompok tanaman hias 
yang dapat menambah estetika, flora fauna yang berkaitan 
dengan adat istiadat misalnya digunakan dalam upacara 
adat istiadat. 

 

3.2 Keanekaragaman hayati di Indonesia 
Keanekaragaman hayati pada setiap negara berbeda-

beda sehingga flora atau fauna memiliki keanekaragaman 
masing-masing. Beragamnya flora dan fauna Indonesia 
dipengaruhi oleh faktor curah hujan, garis lintang dan 
ketinggian. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 
keanekaragaman hayati flora dan fauna. 
1. Flora 

Flora merupakan istilah penyebutan seluruh jenis 
tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Flora dibedakan 
menjadi flora Endemik, flora asli dan flora introduksi. Flora 
Endemik yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di suatu 
Kawasan contohnya Raflesia yang hanya tumbuh di 
Indonesia. Flora asli yaitu tumbuhan yang berasal dari suatu 
wilayah dan menyebar secara alami ke wilayah lain. Contoh 
palem, durian, rotan dan bambu. Flora introduksi yaitu 
tumbuhan yang dibawah manusia dari wilayah asalnya ke 
wilayah lain. Contohnya kopi dan cokelat berasal dari 
Amerika. 
Keanekaragaman flora di kepulauan Indonesia berdasarkan 
persebarannya dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu: 
a. Flora Indonesia Barat meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan 

Sebagian Kalimantan. Wilayah ini didominasi tumbuhan 
tropis yang berasal dari asia seperti palem, bambu, rotan, 
dan tumbuhan endemik lain seperti anggrek, rafflesia, 
bunga bangkai dll.  



 

40 

b. Flora Indonesia Tengah meliputi Sebagian besar 
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. 
Wilayah ini didominasi flora peralihan atau tumbuhan 
campuran yang berasal dari asia dan Australia. Flora 
peralihan banyak didominasi tumbuhan yang unik dan 
langka seperti pohon besi, damar, pohon cendana, pohon 
gaharu dan lain-lain. 

c. Flora Indonesia Timur meliputi Papua dan Sebagian 
Maluku. Flora pada wilayah ini didominasi tumbuhan 
yang berasal dari Australia seperti Eukaliptus, Akasia, 
Melaleuca dan tumbuhan endemik seperti Merbau, Sagu, 
Pandan dll. 

 
2. Fauna 

Tingginya keragaman habitat dan ekosistem fauna karena 
Indonesia terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) 
serta dua samudera (Hindia dan Pasifik) sehingga 
mempengaruhi geografis, iklim dan geologi penyebaran 
fauna di Indonesia. Pernyebaran fauna dibagi menjadi tiga 
wilayah di Indonesia yaitu; 
a. Fauna Indonesia Barat, yang meliputi Sumatera, Jawa, 

Bali, dan sebagian Kalimantan. Fauna di wilayah ini 
didominasi oleh hewan tropis yang berasal dari Asia, 
seperti harimau, badak, gajah, kera, dan lain-lain. Fauna 
Indonesia Barat juga memiliki banyak hewan endemik, 
seperti orangutan, surili, bekantan, dan lain-lain. 

b. Fauna Indonesia Tengah, yang meliputi sebagian besar 
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. 
Fauna di wilayah ini merupakan campuran antara 
hewan Asia dan Australia, yang disebut sebagai fauna 
peralihan. Fauna Indonesia Tengah memiliki banyak 
hewan yang unik dan langka, seperti komodo, anoa, 
burung maleo, dan lain-lain. 

c. Fauna Indonesia Timur, yang meliputi Papua dan 
sebagian Maluku. Fauna di wilayah ini didominasi oleh 
hewan yang berasal dari Australia, seperti kanguru, 
koala, kuskus, dan lain-lain. Fauna Indonesia Timur juga 



 

      41 

memiliki banyak hewan endemik, seperti burung 
cenderawasih, kasuari, dan lain-lain. 

 

3.3 Potensi Keanekaragaman Hayati di Indonesia 
khususnya di Bidang Kehutanan 

Potensi keanekaragaman hayati di kehutanan yaitu; 
1. Potensi pangan dan sandang 

Hutan menyediakan berbagai jenis tumbuhan dan hewan 
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan 
sandang bagi manusia seperti pati sagu, buah-buahan, 
sutera dan kulit Binatang. 

2. Potensi ekologi 
Hutan menjaga keseimbangan alam dan siklus biogeokimia 
seperti siklus karbon, nitrogen, fosfor dan air. Hutan juga 
membantu mengendalikan populasi hama dan penyakit 
melalui rantai makanan dan interaksi antarspesies. 

3. Potensi farmasi 
Hutan merupakan sumber obat dan bahan kimia alami yang 
dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. 
Beberapa contoh obat-obatan yang berasal dari hutan 
adalah aspirin dari kulit pohon willow, kinin dari kulit 
pohon cinchona, morfin dari biji opium poppy dan digitalis 
daru daun foxglove. 

4. Potensi ilmu pengetahuan dan teknologi 
Hutan memberikan inspirasi bagi pertemuan dan inovasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa contoh 
penemuan dan inovasi yang terinspirasi dari hutan adalah 
radar dari kelelawar, Velcro dari burdock dan pesawat 
terbang dari burung. 

5. Potensi kosmetik 
Hutan menyediakan berbagai bahan alami yang dapat 
digunakan untuk merawat kecantikan kulit dan rambut 
manusia. Beberapa contoh bahan kosmetik yang berasal 
dari hutan seperti madu. 

6. Potensi pariwisata 
Hutan menawarkan berbagai pemandangan alam yang 
indah dan menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Hutan 
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juga menyimpan berbagai budaya dan tradisi masyarakat 
lokal yang hidup di sekitarnya. Beberapa contoh destinasi 
pariwisata yang berada di hutan adalah Taman Nasional 
Komodo, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional 
Tanjung Putting, Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional 
Ujung Kulon, Taman Nasional Aketajawe Lolobota. 

 

3.4 Ancaman dan tantangan terhadap 
keanekaragaman hayati.  

Keanekaragaman hayati menghadapi banyak ancaman 
baik faktor alami dan faktor manusia. Beberapa ancaman dan 
tantangan dalam menjaga keanekaragaman hayati baik flora 
maupun fauna sebagai berikut; 

 
3.4.1 Hilangnya habitat 

Hilangnya habitat akibat dari aktivitas manusia seperti 
pembangunan, pertanian, perkebunan, dan penebangan hutan. 
Kondisi tersebut dapat merusak atau menghilangkan habitat 
alami bagi berbagai spesies. Hal ini dapat mengurangi ruang 
hidup, sumber makanan, dan perlindungan bagi spesies 
tersebut. Menurut Daftar Merah IUCN, hilangnya habitat adalah 
penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. 
 
3.4.2 Pencemaran tanah, udara dan air 

Zat-zat pencemar yang dihasilkan oleh industri, 
kendaraan bermotor, pertanian, atau rumah tangga dapat 
mencemari lingkungan hidup dan mengganggu kesehatan 
spesies. Misalnya, hujan asam yang disebabkan oleh nitrogen 
dan sulfur oksida dapat merusak tumbuhan dan tanah. Lapisan 
ozon yang berlubang akibat penggunaan chlorofluorocarbon 
(CFC) dapat meningkatkan intensitas sinar ultraviolet yang 
berbahaya bagi organisme 
 
3.4.3 Perubahan iklim 

Peningkatan suhu udara akibat efek rumah kaca yang 
disebabkan oleh gas karbon dioksida (CO2) dan gas lainnya 
dapat menyebabkan perubahan pola cuaca dan musim. Dampak 



 

      43 

perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati contohnya 
perubahan interaksi antara spesies yang saling bergantung 
seperti simbiosis-mutualisme, predator-mangsa, parasit-inang. 
Perubahan interaksi antara spesies dapat merubah rantai 
makanan dan jarring makanan.  
 
3.4.4 Eksploitasi flora dan fauna 

Pemanfaatan sumber daya hayati secara berlebihan atau 
tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kelangkaan atau 
kepunahan spesies. Misalnya, penebangan hutan tanpa 
memperhatikan dampak lingkungan dapat mengurangi 
keanekaragaman hayati, mengancam kehidupan flora fauna 
akibat hilangnya habitat. Selain itu perburuan liar untuk 
perdagangan ilegal dapat membahayakan spesies yang 
dilindungi seperti gajah, harimau, dan badak. 
 
3.4.5 Spesies pendatang 

Pengenalan spesies asing ke suatu wilayah dapat 
menimbulkan persaingan, predasi, atau penyakit bagi spesies 
asli. Hal ini dapat mengubah struktur dan fungsi ekosistem serta 
mengurangi kekhasan spesies di suatu wilayah. Misalnya, ular 
piton yang dibawa dari Asia ke Florida dapat memangsa hewan 
asli seperti rusa dan aligator. Lantana camara L (Tembelekan) 
berasal dari Amerikka Tengah dan Amerika Selatan, tumbuhan 
ini mampu menghambat pertumbuhan spesies tumbuhan lain 
karena memiliki senyawa alelopati. Tumbuhan ini dapat hidup 
pada berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim. 
 
3.4.6 Industrialisasi hutan 

Pemanfaatan industrialisasi hutan untuk kepentingan 
sosial, ekonomi dan budaya dapat berupa pengolahan hasil 
hutan menjadi berbagai produk seperti kertas, karet, kayu dan 
non kayu. Serta penambangan nikel, mineral atau batubara 
dalam Kawasan atau sekitar Kawasan hutan. Industrialisasi 
hutan memiliki dampak positif seperti menciptakan lapangan 
kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan 
dampak negatif yaitu mengurangi keanekaragaman hayati dan 
merusak ekosistem. 
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3.5 Upaya pelestarian keanekaragaman hayati 
Pelestarian keanekaragaman hayati hutan yaitu upaya 

untuk mempertahankan, memulihkan dan meningkatkan variasi 
genetik, spesies dan ekosistem hutan serta nilai dan fungsi yang 
terkaut dengan keanekaragaman hayati. Pelestarian 
keanekaragaman hayati hutan memiliki banyak manfaat, antara 
lain: menyediakan sumber pangan, obat-obatan, bahan baku, 
dan energi terbarukan; meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, 
dan keindahan lingkungan; menjaga keseimbangan dan 
stabilitas ekosistem; mengurangi dampak perubahan iklim; dan 
melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal. Untuk menjaga 
kelestarian keanekaragaman hayati, diperlukan upaya 
pelestarian yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, 
masyarakat, maupun individu. Beberapa upaya pelestarian yang 
dapat dilakukan antara lain adalah: 
1. Rehabilitasi hutan 

Rehabilitasi hutan adalah salah satu upaya pelestarian 
keanekaragaman hayati hutan yang bertujuan untuk 
memulihka, mempertahankan dan meningkatkan fungsi 
hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dapat dilakukan dengan 
berbagai cara yaitu; 
a. Reboisasi (penanaman hutan kembali) yaitu menanami 

Kembali bekas hutan yang telah rusak atau gundul 
dengan bibit pohon yang sesuai dengan kondisi lahan  

b. Melarang penebangan hutan sembarang yaitu 
memberlakukan aturan dan sanksi yang tegas bagi 
siapa saja yang melakukan penebangan hutan tanpa izin 
atau melebihi batas yang ditentukan. Penebangan hutan 
sembarang dapat menyebabkan kerusakan hutan, 
hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan 
bencana alam. 

c. Menerapkan sistem tebang pilih yaitu melakukan 
penebangan hutan dengan memilih pohon-pohon yang 
sudah tua, mati atau sakit dan meninggalkan pohon-
pohon yang masih muda, sehat, atau langka. Sistem 
tebang pilih dapat menjaga keseimbangan hutan, 
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mengurangi dampak negative penebangan dan 
memberikan kesempatan bagi regenerasi hutan. 

d. Menerapkan sistem tebang tanam yaitu melakukan 
penebangan hutan dengan syarat harus menanam 
kembali pohon-pohon yang telah ditebang dengan 
jumlah yang sama atau lebih banyak. Sistem tebang 
tanam dapat mempertahankan produktivitas hutan, 
mengurangi deforestasi dan meningkatkan 
kesejahteraan Masyarakat. 

e. Mengadakan peremajaan hutan yaitu melakukan 
pemeliharaan dan perlindungan hutan dengan cara 
membersihkan hutan dari gulma, penyakit, hama, atau 
api serta melakukan pemupukan dan penyiraman. 
Peremajaan hutan dapat meningkatkan Kesehatan 
hutan, memperbaiki struktur hutan dan memperkaya 
keanekaragaman hayati. 

2. Pengembangan kebun bibit dan pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan 
a. Kebun bibit rakyat (KBR) yaitu kegiatan produksi 

penanaman pohon dan hasil hutan bukan kayu melalui 
pembibitan pohon sebagai bagian dari pemberdayaan 
yang dikelola oleh perangkat desa, Masyarakat adat 
atau Masyarakat desa, kelompok tani hutan atau 
pemegang pengakuan perhutanan sosial pada kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan. 

b. Pengembangan KBR bertujuan untuk mendukung 
penyediaan bibit tanaman yang berkualitas dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan 
keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam 
pelestarian hutan. 

c. Pengembangan KBR dilakukan dengan cara 
menetapkan kelompok pengelola KBR, menyiapkan 
lahan, sarana dan prasarana, melakukan pembibitan, 
pemeliharaan dan pengawasan serta melakukan 
distribusi dan penanaman bibit. 

d. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan merupakan 
sistem pengelolaan hutan Lestari yang bertumpu pada 
ekuilibrium antara fungsi ekonomi, sosial budaya dan 
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ekologi dari pengelolaan sumberdaya hutan yang tidak 
sentralistik dengan menciptakan kemandirian rakyat. 

e. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat dilakukan 
menggunakan bermacam cara diantaranya: tidak 
melakukan penebangan pohon secara illegal. Namun, 
melalui sistem tebang pilih. Mengusahakan agar 
penebangan pohon diimbangi dengan permudaan. 
Mengadakan peremajaan hutan dan reboisasi yaitu 
melakukan penanaman pohon di hutan. Melarang 
penebangan hutan sembarangan dan memberlakukan 
aturan dan sanksi yang tegas. Menerapkan sistem 
tebang tanam yaitu melakukan penebangan hutan 
dengan syarat harus menanam Kembali pohon-pohon 
yang telah ditebang dengan jumlah yang sama atau 
lebih banyak. Mencegah kebakaran hutan, tidak 
mencoret pohon, tidak membuang sampah di hutan, 
melindungi dan menjaga habitat di hutan dan 
melakukan penebangan secara konservatif. 

3. Membentuk kawasan konservasi.  
Kawasan konservasi adalah wilayah yang ditetapkan untuk 
melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari 
gangguan manusia. Kawasan konservasi terbagi menjadi 
beberapa zonasi yaitu cagar alam, taman nasional, taman 
hutan raya, suaka margasatwa, atau taman wisata alam.  
a. Cagar alam adalah Kawasan yang memiliki keadaan 

alam yang asli, dilindungi dan dikuasai oleh negara, 
serta tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Cagar 
alam bertujuan untuk melindungi keanekaragaman 
hayati. 
 

3.6 Peran IPTEKs dalam pelestarian dan 
pemanfaatan keanekaragaman hayati.  

IPTEK dapat memberikan kontribusi yang signifikan 
dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman 
hayati. Berikut ini adalah beberapa contoh kontribusi IPTEKs 
dalam hal ini: 
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1. IPTEK dapat membantu mengidentifikasi, 
menginventarisasi, dan mendokumentasikan spesies-
spesies yang ada di Indonesia, baik flora maupun fauna. Hal 
ini penting untuk mengetahui potensi dan status konservasi 
spesies tersebut, serta untuk mencegah kepunahan atau 
hilangnya informasi genetik. Salah satu teknologi yang 
dapat digunakan adalah environmental DNA (eDNA) and 
genomics, yaitu teknik yang memanfaatkan DNA yang 
ditemukan di lingkungan, seperti air, tanah, atau udara, 
untuk mendeteksi keberadaan spesies tanpa harus 
menangkap atau mengamati secara langsung. 

2. IPTEK dapat membantu mengembangkan produk-produk 
yang berasal dari keanekaragaman hayati, seperti obat-
obatan, kosmetik, pangan, atau bahan industri. Hal ini dapat 
meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, 
sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam. Salah satu 
teknologi yang dapat digunakan adalah bioteknologi, yaitu 
teknologi yang memanfaatkan organisme hidup atau 
bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk yang 
bermanfaat bagi manusia. 

3. IPTEK dapat membantu melakukan pemantauan, 
pengawasan, dan penegakan hukum terkait dengan 
pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini penting untuk 
mencegah dan menangani permasalahan seperti perusakan 
habitat, pencemaran lingkungan, perburuan liar, atau 
perdagangan ilegal spesies dilindungi. Salah satu teknologi 
yang dapat digunakan adalah artificial intelligence (AI), 
yaitu teknologi yang memanfaatkan kemampuan komputer 
untuk belajar dan berpikir seperti manusia. AI dapat 
digunakan untuk mengenali wajah, suara, atau pola perilaku 
spesies tertentu, serta untuk menganalisis data satelit, 
drone, atau sensor jaringan. 
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BAB 4 
PERANAN KEHUTANAN UNTUK 
KEHIDUPAN MANUSIA 
 

Oleh Chatarina Gradict Semiun 
 

4.1 Pendahuluan 
Hutan merupakan tempat berlangsungnya berbagai jenis 

kehidupan  dan menampung sekitar 75% biodiversitas 
terestrial. Hutan dipandang sebagai paru-paru dunia, karena 
kemampuannya menghasilkan oksigen melalui vegetasi yang 
menyusunnya. Hutan sangat kaya akan keanekaragaman hayati. 
Diperkirakan dua pertiga dari semua spesies di darat hidup di 
hutan, atau bergantung pada hutan untuk kelangsungan 
hidupnya. Diperkirakan terdapat hingga 100 juta spesies, 
sebagian besar berada di hutan hujan tropis (McAlpine & 
Djoghlaf, 2011).  

Hutan, dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya, 
sangat penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan 
berkelanjutan. Misalnya, kayu bakar merupakan sumber energi 
utama untuk pemanasan dan memasak bagi sekitar 2,6 miliar 
orang. Banyak hasil hutan non-kayu yang berasal dari 
keanekaragaman hayati hutan, seperti coklat, madu, getah, 
kacang-kacangan, buah-buahan, bunga, biji-bijian, rotan, jamur 
serta buah yang sangat penting sebagai sumber makanan, obat-
obatan dan bahan konstruksi (McAlpine & Djoghlaf, 2011).  

Beberapa peranan hutan yang penting lainnya dan 
dibahas pada bab ini adalah hutan sebagai pelindung tanah, 
penyimpan cadangan air tanah, hutan dengan vegetasi 
penyusunnya dapat meremediasi polutan, serta hutan sebagai 
penyedia bahan pangan, sandang, dan papan yang dapat 
menopang kehidupan manusia. 
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4.2 Hutan sebagai pelindung tanah 
Hutan menyediakan banyak sekali jasa ekologis salah 

satunya adalah mencegah erosi. Degradasi tanah yang 
disebabkan oleh erosi menjadi salah satu permasalahan 
lingkungan terbesar di dunia. Degradasi tanah dapat 
mempengaruhi seluruh jasa ekosistem, termasuk siklus unsur 
hara dan proses geokimia; pengaturan iklim dan siklus air; 
penyediaan pangan, air, serat, bahan bakar dan bahan baku 
tanah; dan pelestarian nilai-nilai estetika, spiritual, dan warisan 
budaya (Rodrigues et al., 2021).  

Bumi mengalami erosi setiap saat yang disebabkan oleh 
faktor alami seperti angin, hujan, salju, badai, dan banjir (Bozali, 
2020). Adapun faktor non alami yaitu disebabkan oleh aktivitas 
antropogenik. Aktivias antropogenik di hutan yang sering 
dijumpai seperti aktivitas budidaya, drainase, pembangunan 
jalan, dan penebangan pohon memberikan pengaruh 
meningkatnya kehilangan sedimen tanah. Peninkatan aktivitas 
ini khususnya di daerah lereng yang curam seringkali 
mengakibatkan peningkatan erosi dalam jumlah besar. Sedimen 
tanah ini penting untuk menjaga dan melindungi hutan dari 
berbagai kondisi yang nantinya berdampak pada kerusakan 
hutan, seperti erosi. 

Vegetasi tumbuhan berkayu melindungi tanah dengan 
akarnya yang kuat dan dalam, memperbaiki tanah, dan 
keteduhan yang diberikannya memfasilitasi metabolisme 
ekosistem. Fungsi-fungsi ini penting untuk menjamin stabilitas 
tanah. Dengan menahan hujan, kanopi hutan mengurangi 
dampak curah hujan lebat terhadap lantai hutan, sehingga 
mengurangi gangguan pada tanah. Dedaunan, serasah, dan 
puing-puing alami di lantai hutan dapat memperlambat laju 
limpasan air dan memerangkap tanah sehingga tidak terjadi 
pengikisan jika curah hujan sangat tinggi. Akar pohon dapat 
menahan tanah dan menstabilkan tepian sungai dengan 
menyerap sebagian energi dan dampak gelombang badai, 
sehingga mengurangi erosi dan dampak lainnya di daratan 
(Ekhuemelo et al., 2016). 
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Selain itu, mikroorganisme, serangga, hewan kecil, dan 
akar pohon yang tumbuh juga berkontribusi terhadap agregasi 
tanah (meningkatkan jumlah ruang pori) dengan menggerakkan 
dan mencampurkan tanah. Aktivitas ini membuat partikel-
partikel tanah bersentuhan satu sama lain, meningkatkan 
kemungkinan partikel-partikel tanah menggumpal, sehingga 
menghasilkan pori-pori besar sehingga air dapat dengan mudah 
mengalir. Lapisan serasah, yang terdiri dari dedaunan dan 
potongan kayu dalam berbagai tahap pembusukan di lantai 
hutan, membantu menjaga kesehatan populasi organisme tanah 
(Ekhuemelo et. al, 2016).  
 

4.3 Hutan dan siklus air 
Hutan dan siklus air atau siklus hidrologi merupakan 

suatu kesatuan yang membentuk sirkulasi atau pergerakan air 
di bumi. Peranan hutan terkait dengan air diantaranya adalah 
sebagai penyimpan air dalam tanah, dengan vegetasi 
penyusunnya membantu penguapan sehingga terjadi hujan, dan 
membantu air bergerak dari dari tempat yang tinggi menuju ke 
tempat yang rendah. Keberadaan  hutan membuat, air hujan 
yang berlimpah dapat diserap dan disimpan di dalam tanah 
melalui pori-pori tanah (Kusumaningtyas & Chofyan, 2012). 
Dengan adanya air tanah ini maka keberadaan sumber-sumber 
mata air dan sungai tetap terjaga, sehingga krisis air dan 
bencana kekeringan dapat dihindari.  

 
Tabel 4.1. Menjelaskan bagaimana jasa ekologis yang 

disediakan oleh hutan yang berkaitan dengan air menurut Muys 
et al., (2014). 

No Kategori jasa ekologis Jasa ekologis hutan 

1 Supporting services Intersepsi kanopi, serapan 
akar, Evapotransirasi 

2 Provisioning services Produksi kayu, Penyedia air 
minum 

3 Regulating services Pengaturan iklim, 
Pendinginan atmosfer, 
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No Kategori jasa ekologis Jasa ekologis hutan 
Pembentukan iklim mikro, 
Pengendalian erosi, 
Pengaturan banjir, Purifikasi 
air 

4 Cultural services Rekreasi, Ekowisata 
 

 
Gambar 4.1. Siklus air (Sumber: 

https://www.noaa.gov/education/resource-
collections/freshwater/water-cycle ) 

 
Peran hutan dalam siklus air adalah menambahkan air ke 

atmosfer melalui proses transpirasi (di mana tanaman 
melepaskan air dari daunnya selama fotosintesis). Kelembapan 
ini berkontribusi pada pembentukan awan hujan, yang 
melepaskan air kembali ke atmosfer. Ketika hutan ditebang, 
kelembapan yang masuk ke atmosfer berkurang dan curah 
hujan menurun, yang terkadang menyebabkan kekeringan. 
(Ekhuemelo, et al., 2016).  

Hutan merupakan unsur penting dalam siklus air global, 
karena hutan memiliki tingkat penguapan yang tinggi, sehingga 
berkontribusi terhadap sirkulasi kelembapan di atmosfer. 
Aragão (2012) dalam Ekhuemelo et al., 2016) melaporkan 
bahwa kanopi hutan mendaur ulang air lebih efisien melalui 
evapotranspirasi dibandingkan permukaan yang jarang 
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bervegetasi seperti ladang. Evapotranspirasi adalah kombinasi 
evaporasi dan transpirasi dari tumbuh-tumbuhan ke atmosfer. 

Pohon memiliki akar yang lebih dalam dibandingkan 
tanaman lain), yang berarti pohon dapat mengakses dan 
memompa volume air tanah yang lebih besar untuk diangkut ke 
daun untuk transpirasi dan pertumbuhan. Tingkat transpirasi 
yang lebih tinggi, bersama dengan tingkat intersepsi yang lebih 
tinggi, mengakibatkan pohon-pohon memiliki lebih banyak 
sumber daya evapotranspirasi dibandingkan tipe habitus 
lainnya.  

Secara garis besar siklus air diawali dari pemanasan 
sinar matahari yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi 
meningkat. Hal ini berdampak terjadinya evaporasi dan 
transpirasi oleh air permukaan seperti danau, sungai, dan laut. 
Uap air hasil dari evaporasi dan transpirasi mengalami 
pendinginan (kondensasi) sehingga terbentuk awan. Awan oleh 
bantuan angin akan bergerak ke area terestrial yang selanjutnya 
berubah menjadi hujan. Air hujan yang dihasilkan digunakan 
kembali oleh seluruh organisme dan siklus ini akan terus 
berlangsung (Wulandari, 2017). Air hujan yang jatuh ke daratan 
ditampung dalam tanah dan menjadikan sumber mata air.  

Mata air terkonservasi menyediakan air tanah menjadi 
sumber air yang penting bagi kehidupan terutama bagi 
masyarakat di sekitarnya. Salah satu faktor yang berperan 
penting dalam mempertahankan kualitas air di mata air agar 
tetap terjaga dengan baik adalah keberadaan vegetasi alami 
yang meliputi pohon, perdu, dan herba (Semiun et al., 2023).  

Seiring dengan peningkatan penambahan jumlah 
penduduk dan peningkatan kebutuhan, maka bertambah pula 
aktivitas manusia di sekitar mata air. Aktivitas tersebut 
memberikan tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya mata 
air. Aktivitas manusia yang tidak sesuai kondisi geografis seperti 
pemukiman, pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan 
infrastruktur yang telah memanfaatkan area di sepanjang aliran 
mata air dan salurannya mengakibatkan erosi dan sedimentasi.  
Sementara itu, aktivitas manusia yang kurang terkendali akan 
dapat menyebabkan pencemaran oleh karena adanya limbah. 
Limbah yang berlebihan masuk ke badan air dapat merubah 
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sifat fisika, kimia maupun sifat biologi air yang akan 
berpengaruh terhadap penurunan kualitas air. Salah satu 
komponen biotik yang berperan dalam menjaga kualitas mata 
air adalah keberadaan pohon mata air (Semiun et al,, 2020). 

Pohon mata air merupakan salah satu komponen 
penyusun ekosistem hutan. Pohon mata air berfungsi antara lain 
untuk menjaga kualitas air sungai melalui pengaturan suhu air, 
pemasok serasah dan habitat bagi organisme (Semiun et al., 
2023). Fungsi lain pohon mata air adalah sebagai bioindikator 
kualitas lingkungan (Mamulak & Semiun, 2021). Pohon mata air  
dapat dijadikan bioindikator atau alat pendeteksi perubahan 
yang terjadi di lingkungan sehingga para saintis dapat 
memperkirakan level ganguan di lingkungan tersebut. Selain itu, 
vegetasi mata air juga digunakan untuk meremediasi berbagai 
limbah organik dan anorganik atau biasa di kenal dengan istilah 
fitoremediasi sehingga kualitas air menjadi baik.  

 

4.4 Hutan meremediasi polutan 
Polutan telah tersebar dimana-mana di seluruh 

lingkungan (air, tanah dan udara) karena adanya aktivitas 
manusia, dan polutan cenderung bersifat membahayakan bagi 
kehidupan bumi. Masalah ini membuat para ilmuwan fokus 
pada mitigasi atau pengurangan total polutan melalui beberapa 
cara. Mikroorganisme dan tumbuhan diketahui dapat 
meremediasi berbagai polutan (Supreeth, 2022). Hutan yang 
komposisi penyusun utamanya adalah vegetasi memiliki 
peranan vital dalam meremediasi polutan. Tumbuhan yang 
dapat meremediasi polutan disebut fitoremediasi. Mekanisme 
fitoremediasi terdiri dari fitovolatilisasi, fitoekstraksi, 
fitodegradasi, rhizofiltrasi, rhizodegradasi, fitostabilisasi, dan 
fitodesalinasi (Gambar 4.2). 
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Gambar 4.2. Mekanisme fitoremediasi (Sumber: Kafle et al., 

2022). 
 

Fitotransformasi atau Fitodegradasi. Fitodegradasi 
terjadi ketika tumbuhan mengambil, menyimpan, dan secara 
biokimia mendegradasi atau mengubah bahan pencemar atau 
polutan menjadi produk sampingan yang tidak berbahaya, dan 
produk sampingan ini juga digunakan oleh tumbuhan untuk 
membentuk biomasaa baru (Yuliasni et al., 2023). Metabolit 
hasil transformasi atau produk sampingan tadi terakumulasi 
dalam organ tumbuhan seperti daun, batang, akar atau di luar di 
sekitar perakaran, yang dengan bantuan enzim (nitrodictase, 
laccase, dehalogenase, dan nitrillase) dapat mempercepat 
proses degradasi bahan pencemar (Semiun, 2022). 

Fitoekstraksi atau Fitoakumulasi melibatkan penyerapan 
logam beracun oleh akar tumbuhan diikuti dengan translokasi 
logam yang diserap ke bagian tunas dan disimpan pada vakuola, 
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dinding sel, membran sel, dan jaringan tumbuhan yang secara 
metabolik tidak aktif (Kafle et al., 2022). Tumbuhan yang dapat 
menyerap logam berat disebut sebagai tumbuhan 
hiperakumulator. Tumbuhan hiperakumulator mengakumulasi 
konsentrasi logam berat yang lebih tinggi di jaringan akar dan 
pucuknya (Semiun, 2022). 

Fitovolatillisasi merupakan proses penyerapan polutan 
oleh tumbuhan (biasanya pohon), kemudian polutan tersebut 
dikonversi menjadi bersifat volatile (mudah menguap), setelah 
itu ditranspirasikan oleh tumbuhan. Polutan yang dilepaskan 
dengan mekanisme ini adalah jenis acetone, phenol, 
clorobenzena, dan BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, 
xylene). Rhizodegradasi berasal dari kata 'Rhizo' (berkaitan 
dengan akar atau akar), dan kata 'degradasi'. adalah proses 
penguraian  polutan dalam tanah oleh aktivitas  
mikroorganisme di daerah rhizosfer (Semiun, 2022). Akar 
tanaman melepaskan asam amino, gula, asam organik, sterol, 
asam lemak, faktor pertumbuhan, nukleotida, flavanon, dan 
enzim sebagai sumber nutrisi mikroba akar (Semiun, 2022). 

Fitodesalinasi. Beberapa tumbuhan memiliki daya 
toleran terhadap garam dapat mengekstraksi sejumlah besar 
garam dari tanah dan memulihkan salinitas tanah untuk 
meningkatkan produktivitas, melalui proses yang disebut 
fitodesalinasi. Tanah salin menyebabkan dehidrasi dan 
mengubah fisiologi tumbuhan. Paparan garam yang berlebihan 
juga berbahaya bagi organisme tanah dan tumbuhan yang 
rentan terhadap cekaman garam. Tumbuhan halofita digunakan 
untuk tujuan desalinasi. Tanaman halofit memiliki tingkat 
toleransi yang tinggi terhadap kadar garam. Tumbuhan ini 
menyerap Na+ dan Cl− kemudian mengakumulasi ion-ion ini di 
bagian akar dan pucuk (Kafle et al., 2022). 
 

4.5 Sumber daya hutan dan kebutuhan pokok 
manusia 

Hutan mempunyai arti penting bagi kehidupan 
masyarakat lokal sebagian besar negara berkembang. 
Masyarakat lokal bergantung pada sumber daya hutan  untuk 
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berbagai produk seperti kayu bakar, bahan konstruksi, obat-
obatan, dan makanan. Secara global, diperkirakan  antara 1,095 
miliar dan 1,745 miliar masyarakat bergantung terhadap hutan 
dan sekitar 200 juta masyarakat hampir sepenuhnya 
bergantung pada sumber daya alam di hutan (Chao 2012 dalam 
Langat et al., 2016).  

Food and Agriculture Organizatin of United States (FAO) 
(2021), mengemukakan beberapa fakta penting tentang hutan, 
ketahanan pangan dan nutrisi (www.fao.org)  yaitu:  
1. Lebih dari 820 juta orang mengalami kekurangan gizi secara 

global, sebagian besar berada di negara-negara berkembang  
2. Jutaan orang bergantung pada hutan sebagai sumber 

pangan dari dari pepohonan di luar hutan untuk 
meningkatkan kualitas gizi dan diversifikasi makanan. 

3. Sekitar 2,4 miliar orang menggunakan bahan bakar kayu 
untuk memasak, terutama di negara-negara berkembang. 

4. Pengambilan pangan dari hutan merupakan sebuah strategi 
yang penting, terutama di kalangan masyarakat miskin, 
untuk menghadapi masa-masa kerawanan pangan, seperti 
yang disebabkan oleh bencana alam dan perang. 

5. Hutan dan pepohonan di luar hutan sangat penting untuk 
produksi pertanian karena melindungi tanah dan air, 
menjaga kesuburan tanah, membantu mengatur iklim, 
menyediakan habitat bagi penyerbuk liar dan predator 
hama pertanian, dan merupakan gudang keanekaragaman 
hayati yang kaya dan berpotensi digunakan dalam 
pertanian. 

6. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar terhadap hutan 
dan pepohonan di luar hutan akan memperkuat empat pilar 
ketahanan pangan (ketersediaan, akses, pemanfaatan dan 
stabilitas) sekaligus memfasilitasi konsumsi makanan 
bergizi cukup (dalam hal kuantitas, variasi, 
keanekaragaman dan kandungan nutrisi).  

 
Berdasarkan hal tersebut hutan memiliki kontribusi yang 

sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia salah 
satunya melalui keberadaan pohon. Peran penting yang 
dimainkan oleh pepohonan dalam kehidupan masyarakat 

http://www.fao.org/
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daerah tropis meliputi bahan konstruksi, furnitur, makanan, 
obat-obatan, serat, bahan bakar, pakan ternak, serta nilai 
budayanya (Dawson et al., 2014).  

Di Indonesia, hutan pun memberikan kontribusi yang 
sangat besar bagi ketersediaan kebutuhan pangan, sandang, dan 
papan. Di tahun 2008 kawasan hutan telah berkontribusi dalam 
penyediaan pangan nasional lebih dari 312.000 Ha dengan 
produksi pangan lebih dari 932.000 ton setara pangan dari 
jenis-jenis padi, jagung dan kedelai. Sedikitnya dari hutan 
terdapat 77 jenis bahan pangan sumber karbohidrat, 26 jenis 
kacang-kacangan, 389 jenis biji-bijian dan buah-buahan, 288 
jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempah dan bumbu-
bumbuan, 75 jenis minyak dan lemak, 40 jenis mahan minuman 
serta 1.260 jenis tanaman obat. Hal ini menunjukkan bahwa 
hutan memiliki potensi yang besar dalam memberikan 
kontribusi penyediaan pangan bagi masyarakat (Bangsawan & 
Dwiprabowo, 2012). 
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BAB 5 
PERSPEKTIF DUNIA TENTANG 
KEHUTANAN 
 

Oleh Novriyanti 
 

5.1 Pendahuluan 
Topik kehutanan sangat penting dan relevan di tingkat 

global. Bidang ilmu ini sangat dinamis dan berkaitan erat 
dengan disiplin ilmu lainnya (multidisiplin). Hingga saat ini, 
kehutanan masih menjadi pertimbangan utama dalam banyak 
upaya penentuan kebijakan kehidupan dunia, baik soal pangan, 
bentang alam, hubungan antar-manusia, bahkan kebijakan 
global.  

Masyarakat internasional telah aktif terlibat dalam 
musyawarah kebijakan hutan sejak Konferensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) 
pada tahun 1992. Kemajuan telah dibuat dalam pengembangan 
kebijakan hutan internasional sejak KTT Bumi di Rio, dengan 
fokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi 
keanekaragaman hayati, dan peran hutan dalam mitigasi 
perubahan iklim.  

Kebijakan kehutanan terus didefinisikan dan 
dikembangkan terutama oleh pemerintah nasional dan sub-
nasional untuk mengatasi tantangan mempertahankan mata 
pencaharian, menyeimbangkan perlindungan lingkungan 
dengan pembangunan ekonomi, dan mendamaikan kepentingan 
yang bersaing di hutan. Beberapa diantara organisasi yang 
berkaitan bahkan memberikan perspektif tertentu tentang 
kehutanan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (FAO), Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang 
Perubahan Iklim (UNFCCC), dan Persatuan Organisasi Penelitian 
Kehutanan Internasional (IUFRO) misalnya, memberikan 
definisi tentang hutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor 
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seperti tutupan pohon, kepadatan kanopi, dan penggunaan 
lahan (von Gadow et al. 2021).  

Secara global sebenarnya telah dipahami bahwa 
kehutanan dalam perspektif masyarakat dunia ialah salah satu 
unsur lingkungan yang penting bagi keberlanjutan kehidupan 
seluruh makhluk. Hutan memainkan peran esensial dalam 
biogeokimia global, dinamika iklim, dan konservasi 
keanekaragaman hayati. Hutan memberikan nilai ekonomi dan 
sosial, termasuk produksi biomassa dan energi terbarukan, 
serta kegiatan rekreasi dan budaya. Selain itu, distribusi hutan 
global dan interaksinya dengan biosfer harus dipahami secara 
jelas dan benar untuk mengelola dan melindungi sumber daya 
berharga ini. Sayangnya berbagai permasalahan muncul karena 
adanya trade off antara pembangunan dengan aspek 
perlindungan lingkungan dan kehutanan itu sendiri. Hutan dan 
kehutanan menghadapi ancaman yang signifikan, termasuk 
deforestasi, konversi lahan, kebakaran, dan perubahan iklim 
(Ciani dan Chiarelli 2014; Artaxo et al. 2022). Tata kelola hutan 
global telah melihat pergeseran ke arah dinamika hutan, dengan 
transisi hutan terjadi di beberapa negara. Gagasan global, 
norma, dan aturan tentang partisipasi dan sertifikasi bergerak 
dari tingkat global ke tingkat lokal dan membentuk praktik 
pengelolaan hutan (Arts dan Babili 2013). Hutan dan kehutanan 
juga memainkan peran penting dalam mencapai 17 tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh 193 
negara, dengan interaksi antara SDG15 (kehidupan di darat) dan 
target lainnya. Oleh sebab itu kini, perspektif dan tata kelola 
hutan secara global perlu dipahami agar keberlanjutan hidup 
manusia di masa mendatang dapat menjadi semakin baik.  

 

5.2 Status Hutan Dunia 
Hutan dunia mencakup sekitar 4 miliar hektar, dengan 

lima negara (Federasi Rusia, Brasil, Kanada, Amerika Serikat, 
dan China) menyumbang lebih dari setengah dari total luas 
hutan (Sperber et al. 2016). Hutan menutupi sekitar 25-30% 
dari permukaan tanah bumi, yaitu antara 3,3 miliar dan 3,9 
miliar hektar (Dieterle 2009). Hutan mencakup sekitar 26,2% 
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dari dunia, dengan Amerika Latin dan Karibia memiliki cakupan 
tertinggi yaitu 45,7% (Amatya et al. 2013). Cakupan hutan dunia 
diperkirakan 38,6 juta km2, dengan tingkat deforestasi bersih 
sekitar 9 juta hektar per tahun (Christiane et al. 2020). Hutan 
tropis alami mencakup lebih dari 1,6 miliar hektar, dengan lebih 
dari setengahnya adalah hutan primer (Anshari et al. 2022). 

Secara global, ada variasi dalam keanekaragaman spesies, 
kompleksitas tanah, topografi, dan sejarah perkembangan di 
antara wilayah hutan. Hutan beriklim sedang adalah bioma 
utama di Bumi dan paling umum di Amerika Utara bagian timur, 
Eropa barat dan tengah, dan Asia timur laut, dengan kanopi 
gugur atau selalu hijau (Wang 2020). Hutan mencakup sekitar 
26,2% dari dunia, dengan Amerika Latin dan Karibia memiliki 
cakupan tertinggi. Hutan kering tropis mencakup sekitar 42% 
wilayah hutan tropis dan sub-tropis dan ditemukan di beberapa 
daerah, tetapi saat ini merupakan jenis hutan yang paling 
terancam. Hutan berfungsi sebagai garis pertahanan pertama 
terhadap perubahan iklim, tetapi kesehatan dan ketahanannya 
sangat penting (Davies et al. 2021). 

Penyesuaian mungkin diperlukan untuk mengakomodasi 
karakteristik unik dari setiap lokasi ketika menerapkan praktik 
pengelolaan hutan dan sumber daya alam dasar secara 
universal. Pemahaman yang komprehensif tentang kawasan 
hutan di seluruh dunia memungkinkan pengakuan perbedaan 
dalam praktik dan kebijakan pengelolaan, sementara 
pengetahuan tentang perkembangan sejarah suatu negara 
memberikan wawasan tentang peluang dan tantangan yang 
dihadapi oleh para ahli kehutanan dan pengelola sumber daya 
alam di berbagai wilayah. 

Kajian Keenan et al. (2015) menunjukkan bahwa luas 
keseluruhan lahan hutan dunia mengalami penurunan sebesar 
3%, dari 4128 juta hektar pada tahun 1990 menjadi 3999 juta 
hektar pada tahun 2015. Tingkat hilangnya hutan per tahun 
mengalami penurunan yang signifikan, turun setengahnya, dari 
7,3 juta hektar pada 1990-an menjadi 3,3 juta hektar antara 
2010 dan 2015. Menurut temuan mereka, wilayah hutan alami 
juga mengalami pengurangan, dari 3961 juta hektar menjadi 
3721 juta hektar selama periode 1990 hingga 2015. Namun, ada 
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peningkatan luas hutan yang ditanami atau hutan tanaman. 
Beberapa diantaranya peningkatan luas perkebunan karet dari 
168 juta hektar menjadi 278 juta hektar. Dalam jangka waktu 
2010 hingga 2015, kawasan hutan tropis mengalami penurunan 
5,5 juta hektar per tahun, yang menyumbang 58% dari tingkat 
yang terlihat pada 1990-an, sementara hutan beriklim sedang 
diperluas 2,2 juta hektar per tahun. Daerah hutan boreal dan 
sub-tropis mengalami perubahan minimal. Eropa, Amerika 
Utara, Karibia, Asia Timur, dan Asia Barat-Tengah melihat 
ekspansi di daerah berhutan, sedangkan Amerika Tengah, 
Amerika Selatan, Asia Selatan dan Tenggara, serta ketiga 
wilayah Afrika, mengalami penurunan. Sebuah analisis 
menunjukkan bahwa 13 negara tropis mungkin telah beralih 
dari mengalami kehilangan hutan bersih menjadi ekspansi 
hutan bersih antara tahun 1990 dan 2015. Perbandingan yang 
dibuat dengan survei penginderaan jauh global menghadirkan 
tantangan metodologis, sehingga menggarisbawahi perlunya 
peningkatan investasi dalam pemantauan hutan nasional dan 
global untuk memberikan dukungan bagi upaya internasional 
dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengurangan 
hilangnya hutan, terutama di negara-negara tropis. 

Hutan tropis di Asia Tenggara memiliki keanekaragaman 
hayati yang tinggi dengan struktur yang kompleks. Akan tetapi 
respons ekosistem hutan tropis di wilayah ini terhadap 
ketersediaan air musiman masih kurang dieksplorasi. Sebanyak 
empat hutan representatif di wilayah tersebut untuk memeriksa 
dampak kondisi kering pada fotosintesis. Temuan 
mengungkapkan bahwa hutan cemara dan hutan gugur 
menunjukkan peningkatan fotosintesis selama musim hujan, 
sementara hutan wangi menampilkan pola bimodal. Meskipun 
konduktansi permukaan menurun selama periode kering, sifat 
fisiologis lainnya mengimbangi pengurangan ini, menunjukkan 
kurangnya strategi adaptif yang konsisten di antara hutan. 
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5.3 Aktivitas Manusia dan Kerusakan Hutan 
Keanekaragaman hayati di hutan saat ini berada di 

bawah tekanan, dengan kepunahan spesies dan penurunan 
populasi flora dan fauna endemik menjadi perhatian utama 
(Bhatt 2016; Palombo 2021; Lindenmayer 2023). Deforestasi 
dan degradasi hutan adalah pendorong utama penurunan ini, 
disebabkan oleh penebangan liar dan konversi lahan. Akibatnya, 
habitat-habitat spesies terfragmentasi bahkan hilang, dan 
mudahnya spesies asing masuk. Masalah-masalah itu semakin 
diperparah dengan munculnya kebakaran hutan dimana-mana, 
terutama di berbagai wilayah ekosistem gambut termasuk di 
Indonesia (Wösten et al. 2006; Gałka et al. 2019; Uda et al. 2020; 
Wulandari et al. 2022), sehingga semakin memperparah situasi 
perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan tantangan 
serius karena dampaknya cukup signifikan terhadap kesehatan 
hutan, hilangnya habitat, dan migrasi spesies (Raj et al. 2023). 
Praktik pengelolaan hutan yang buruk juga menambah 
kontribusi pada penurunan populasi spesies yang lebih lanjut 
telah mengancam keberlanjutan ekosistem dan fungsi hutan 
(Imbrenda et al. 2023). Selain itu, eksploitasi untuk 
perdagangan satwa liar memperburuk ancaman yang dihadapi 
oleh spesies yang bergantung pada hutan.  

Dampak gabungan dari deforestasi dan eksploitasi telah 
mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati yang 
signifikan, dengan banyak spesies mengalami hilangnya habitat 
dan penurunan populasi. Belum lagi soal masalah hak asasi 
manusia dan kesejahteraan masyarakat yang muncul dari 
konflik antara kebijakan konservasi dan hak-hak masyarakat 
adat, sementara industri perdagangan kayu ilegal terus merusak 
keberlanjutan hutan (Achmad et al. 2023). Pemantauan dan 
penegakan di wilayah hutan yang luas merupakan tantangan, 
membutuhkan teknologi inovatif dan kerja sama internasional 
(So et al. 2023). Namun diantara itu semua, regulasi pengelolaan 
hutan yang buruk dan desain cadangan yang tidak memadai 
menjadi faktor penggerak utama. Oleh sebab itu, perlu kebijakan 
kehutanan global namun bergerak dan adaptif sesuai konteks 
lokal.  
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5.4 Tata Kelola Kehutanan Global: Perspektif Lokal 
untuk Kebijakan Adaptif  

Kebutuhan mendesak bagi bidang kehutanan saat ini 
ialah pemulihan berbagai wilayah hutan yang rusak. Restorasi 
hutan dan perencanaan lanskap menjadi fokus penting dalam 
upaya menjaga keberlanjutan dan fungsi ekosistem. Perbedaan 
pendekatan kebijakan kehutanan antar negara menuntut 
perlunya kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber 
daya hutan (Imbrenda et al. 2023). Promosi perdagangan dan 
produksi berkelanjutan, bersama dengan mengatasi masalah 
kebakaran hutan yang semakin intens, juga merupakan bagian 
integral dari upaya untuk mencapai pengelolaan hutan global 
yang berkelanjutan dan seimbang. 

Pemeliharaan ekosistem hutan di tingkat global sangat 
bergantung pada tata kelola kehutanan dalam skala global. 
Namun, agar keberlanjutan dapat dipastikan, sangat penting 
untuk melibatkan perspektif lokal dalam perumusan kebijakan 
kehutanan. Perspektif ini memungkinkan pemahaman yang 
komprehensif tentang kompleksitas kehidupan sehari-hari 
masyarakat di daerah berhutan dan membantu menjembatani 
kesenjangan antara kebijakan global dan kebutuhan spesifik 
masyarakat lokal (Imbrenda et al. 2023; Raj et al. 2023). Jika 
dilihat dari sudut pandang lokal, masyarakat adat memainkan 
peran mendasar dalam pengelolaan dan pelestarian hutan yang 
berkelanjutan. Pengetahuan masyarakat lokal yang luas tentang 
flora, fauna, dan ekosistem hutan telah memberikan kontribusi 
signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya alam. 
Pengetahuan ekologi tradisional (TEK) telah membantu 
melestarikan sumber daya alam dan melestarikan alam selama 
berabad-abad (Robinson et al. 2021; Kala 2022). Kearifan lokal 
dan hukum adat telah memainkan peran penting dalam 
melestarikan sumber daya alam, termasuk hutan, sungai, dan 
keanekaragaman hayati (Mavhura dan Mushure 2019; Batiran 
dan Salim 2020; Justitia et al. 2022; Irmayani et al. 2023). Petani 
petani di pedesaan Tanzania telah mengadaptasi pengetahuan 
dan strategi pengelolaan mereka untuk mengatasi degradasi 
lingkungan dan liberalisasi pasar, yang mengarah pada respons 
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yang berbeda terhadap tantangan degradasi. Memasukkan 
pengetahuan lokal dapat meningkatkan kuantifikasi jasa 
ekosistem dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyampaiannya. Partisipasi komunitas dalam 
konservasi spesies flora hutan telah diperkuat melalui aktor dan 
strategi lokal, menghasilkan dampak positif baik pada 
komunitas maupun kekayaan spesies hutan. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi kebijakan kehutanan 
global untuk mengakui dan menghargai warisan budaya dan 
pengetahuan lokal ini sebagai komponen integral dari tata 
kelola kehutanan. Dengan menggabungkan perspektif lokal, 
kebijakan kehutanan dapat lebih efektif dalam mengatasi 
tantangan yang dihadapi masyarakat lokal dan dalam 
mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 
Pendekatan ini mengakui pentingnya mempertimbangkan aspek 
sosial, ekonomi, dan lingkungan ekosistem hutan dan 
memastikan bahwa kebutuhan dan perhatian masyarakat lokal 
diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan (So et al. 
2023). Kebijakan yang memperhitungkan keragaman ini dapat 
berkontribusi pada produksi hasil yang lebih berkelanjutan dan 
inklusif. Terlepas dari konflik yang mungkin timbul antara 
kebijakan global dan kebutuhan lokal, upaya kolaboratif dapat 
memberikan solusi yang saling menguntungkan. 

Implementasi kebijakan kehutanan adaptif sangat 
penting dalam menanggapi dinamika kompleks yang ada di 
tingkat lokal. Contoh kebijakan adaptif yang berhasil di tingkat 
lokal dapat menawarkan panduan berharga dalam 
pengembangan kerangka kebijakan global yang lebih efektif. 
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan kebijakan kehutanan dapat 
menetapkan legitimasi dan dukungan yang diperlukan untuk 
keberhasilan implementasi. 

Teknologi dan inovasi memiliki peran penting dalam 
meningkatkan tata kelola adaptif kehutanan global. 
Pemanfaatan teknologi untuk memantau hutan dan menegakkan 
hukum dapat memastikan kepatuhan terhadap kebijakan 
internasional, sementara inovasi dalam pengelolaan sumber 
daya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan. 
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Dengan merangkum temuan utama dari perspektif lokal, 
rekomendasi dapat dirumuskan untuk mengembangkan 
kebijakan kehutanan global yang lebih perseptif dan responsif. 
Pendekatan ini memungkinkan pembentukan fondasi yang kuat 
untuk tata kelola kehutanan yang tidak hanya menjamin 
keberlanjutan ekosistem global tetapi juga secara langsung 
menguntungkan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan 
untuk mata pencaharian mereka. 
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BAB 6 
TANTANGAN DAN SOLUSI 
PERKEMBANGAN KEHUTANAN DI 
INDONESIA 
 

Oleh Dini Hardiani Has 
 

6.1 Pendahuluan 
Masalah alam di seluruh dunia mulai muncul dalam 

beberapa tahun terakhir ini. Keakraban manusia dengan iklim 
yang buruk menimbulkan sebuah permasalahan daerah ini 
menonjol. Masalah utama dalam iklim adalah mengenai 
pemanasan akibat peningkatan suhu di seluruh bumi yang 
disebabkan oleh dampak Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan 
perluasan jumlah zat perusak ozon di udara yang menyebabkan 
energi panas yang seharusnya disalurkan ke luar lingkungan 
dunia dipantulkan kembali ke permukaan dan menyebabkan 
suhu permukaan bumi menjadi semakin berkobar. Pada rilis 
Guinness Book of World Records tahun 2008, Indonesia tercatat 
sebagai negara dengan deforestasi tercepat kerusakan 
(deforestasi). Greenpeace memperkirakan 76%-80% dari 
deforestasi ini maju dengan cepat melalui tingginya tingkat 
penebangan liar, penebangan legal, kebakaran hutan dan lain-
lain.  

 
Tantangan  

Perkembangan kehutanan di Indonesia menghadapi 
berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan solusi yang 
tepat. Beberapa tantangan utama yang dihadapi sektor 
kehutanan Indonesia meliputi: 
1. Deforestasi dan Degradasi Hutan: 

Tantangan Deforestasi dan degradasi hutan terjadi 
karena aktivitas illegal logging, perambahan lahan, dan 
konversi hutan menjadi perkebunan atau lahan pertanian. 
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Lebih dari setengah kawasan hutan Indonesia 
dialokasikan untuk produksi kayu berdasarkan sistem 
tebang pilih. Banyak perusahaan HPH yang melanggar pola-
pola tradisional hak kepemilikan atau hak penggunaan 
lahan. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas 
perusahaan berarti pengawasan terhadap pengelolaan 
hutan sangat lemah dan, lama kelamaan, banyak hutan 
produksi yang telah dieksploitasi secara berlebihan. 
Lonjakan pembangunan perkebunan, terutama perkebunan 
kelapa sawit, merupakan penyebab lain dari deforestasi. 
Para pengusaha mengajukan permohonan izin membangun 
perkebunan, menebang habis hutan dan menggunakan kayu 
yang dihasilkan utamanya untuk pembuatan pulp, 
kemudian pindah lagi, sementara lahan yang sudah dibuka 
ditelantarkan (Arif, 2016). 

Solusi dari tantangan diatas Penguatan pengawasan, 
penegakan hukum, dan pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan. Mendorong sertifikasi hutan dan promosi 
praktik kehutanan berkelanjutan. 

 
2. Konflik Lahan dan Hak Atas Tanah: 

Secara umum, konflik lahan dapat timbul karena 
berbagai faktor, seperti perubahan penggunaan lahan, 
industrialisasi, urbanisasi, pertanian, dan kebijakan 
pemerintah. Konflik terkait hak atas tanah dan lahan sering 
terjadi antara masyarakat adat, masyarakat lokal, 
pemerintah, dan perusahaan yang mengelola hutan. 

Adapun tantangan dan dampak konflik lahan dan hak 
atas tanah terhadap perkembangan kehutanan dintaranya : 
a. Tantangan dari Penggusuran paksa tanah untuk proyek-

proyek pembangunan dapat mengubah penggunaan 
lahan dari hutan tradisional menjadi lahan pertanian atau 
perkebunan. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa 
sawit dan lahan pertanian dapat merusak ekosistem 
hutan. Dampak dari konversi hutan dapat merusak 
ekosistem hutan dan mengancam keberlanjutan 
sumberdaya alam. 
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b. Tantangan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan 
tanah dan hak-hak pengelolaan hutan dapat menyulitkan 
pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Hal ini dapat 
berdampak pengambil alihan tanah yang tidak adil dan 
konflik antara pihak yang bersaing untuk hak atas tanah. 

 
Beberapa permasalahan utama dalam konflik 

pertanahan dan hak istimewa tanah meliputi: 
a. Konflik Lahan di Suku Anak Dalam, Jambi: 

Situasi: Masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi 
mengalami konflik dengan perusahaan perkebunan 
kelapa sawit yang berusaha mengambil alih tanah 
tradisional mereka. 

b. Konflik Hak Asasi Manusia dan Pertambangan Emas di 
Papua: 
Situasi: Konflik timbul antara masyarakat adat dan 
perusahaan pertambangan emas terkait dengan dampak 
lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan. 
 

Beberapa contoh studi kasus konflik manusia dengan 
pemerintah tentang sengketa tanah adat yaitu terjadi di 
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan 
fenomena yang terjadi bahwa terjadinya Sengketa tanah 
tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk menguasai 
sumber daya tanah untuk kepentingan proyek 
pembangunan pemerintah maupun proyek-proyek 
perusahaan swasta dalam rangka mengejar pertumbuhan 
ekonomi. Pada akhirnya konflik agraria dan sengketa tanah 
adat merupakan sumber daya yang selalu mengorbankan 
rakyat secara terus menerus. Adapun bentuk perlawanan 
masyarakat yaitu dengan melakukan aksi-aksi yang 
bertahap untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan 
komunitasnya (Rahman, 2017). 

 
3. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak 

Berkelanjutan: 
Sustainability pada umumnya berarti kemampuan 

untuk terus-menerus menjaga keseimbangan siklus atau 
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keadaan suatu keadaan yang terhubung dengan alam, 
dimana dalam pemahaman pengelolaan ekologi yang 
berkelanjutan dicirikan sebagai kapasitas lingkungan untuk 
mengikuti proses, kemampuan, efisiensi dan biologis di 
masa depan tanpa henti. Pada   prinsipnya pembangunan  
berkelanjutan  memiliki  tujuan  agar  pemanfaatan  sumber  
daya  alam dipertahankan  utamanya  dari  segi  kuantitas  
maupun  kualitasnya,  kepunahan  dari  habitatnya,  agar  
biota  endemik  dapat  lestari  sesuai  dengan  fungsi  
ekosistem (Sesa, 2018). 

Adapun beberapa tantang dan dampak yang dihadapai 
eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan 
yaitu : 
a. Tantangan dari ekspoitasi SDA diatas berupa kegiatan 

pertambangan dan perkebunan seringkali berdampak 
negatif pada ekosistem hutan dan menyebabkan konflik 
dengan masyarakat lokal. Salah satu contoh eksploitasi 
SDA yang tidak berkelanjutan yaitu pengambilan kayu 
dan sumber daya hutan lainnya yang berlebihan dapat 
mengancam keberlanjutan ekosistem hutan. Dampak dari 
ekspoitasi sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan 
yaitu kerusakan habitat, kehilangan biodiversitas, dan 
konflik sosial. 

b. Tantangan lainnya yaitu tidak setara dalam akses dan 
kontrol terhadap sumber daya hutan, terutama bagi 
masyarakat adat, dapat memicu ketidakpuasan dan 
konflik. Dampaknya adalah masyarakat lokal mungkin 
kehilangan hak mereka untuk memanfaatkan sumber 
daya hutan secara tradisional. 

 
4. Perubahan Iklim: 

Kerusakan alam saat ini merupakan isu yang paling 
sering dibicarakan di semua negara di dunia. Perubahan 
lingkungan dan kerusakan atmosfer yang berbahaya 
merupakan kondisi yang menunjukkan dampak buruk 
tersebut. Pemanasan   global   sendiri   adalah   adanya   
proses meningkatnya  suhu  rata-rata  atmosfer,  laut  dan  
daratan  bumi. Berbagai upaya dan kebijakan ditempuh 
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beberapa negara untuk mengurangi dampak pemanasan 
global tersebut. Di tingkat internasional, beberapa negara 
sudah  menjalankan kebijakan tersebut, hal ini sejalan 
dengan tujuan deklarasi Sustainable Development Goals 
(SDGs).  Adapun  17  tujuan SDGs adalah:  tanpa kemiskinan,  
tanpa  kelaparan,  kehidupan  sehat  dan  sejahtera,  
pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan 
sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan   
layak   dan   pertumbuhan   ekonomi,   industri,   inovasi   
dan   infrastruktur, berkurangnya kesenjangan,  kota  dan  
permukiman  yang  berkelanjutan,  konsumsi  dan produksi   
yang   bertanggung   jawab,   penanganan   perubahan   
iklim,   ekosistem   lautan, ekosistem daratan, perdamaian, 
keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk 
mencapai tujuan.  

Isu  tentang  pemanasan  global  dan  pembangunan  
ekonomi  berkelanjutan  sangat terkait  dengan  tujuan-
tujuan SDGs. Dengan kondisi alam yang sedang terjadi, 
Indonesia tentunya juga berupaya untuk mengatasi 
kerusakan ekologis. Sebagai negara dengan jumlah 
penduduk yang besar, Indonesia tentunya juga menghadapi 
berbagai kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. 
Beberapa pedoman resmi beserta turunannya telah dibuat 
dan mulai dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan 
alam yang saat ini ada dan berdampak pada berbagai 
bidang, khususnya bidang moneter (Malihah, 2022). 

Adapun tatangan dan dampak deforestasi dan 
perubahan iklim yaitu tantangan deforestasi yang tidak 
terkendali dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, 
berkontribusi pada perubahan iklim global. Perubahan iklim 
memengaruhi kestabilan ekosistem hutan dan dapat 
mengakibatkan bencana alam seperti kebakaran hutan.  

Dampak pemanasan global, perubahan pola hujan, dan 
peningkatan risiko bencana alam. Perubahan iklim 
mempengaruhi perilaku petani terkait  mitigatisi seperti 
perluasan lahan, pemilihan bibit unggul, penentuan sumber 
pengairan, pemilihan pupuk, teknik usaha tani dan 
perubahan pola waktu penanaman. Perluasan lahan dengan 
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merambah kawasan hutan untuk   dijadikan   lahan   
pertanian   atau   perkebunan   tentunya   akan   berdampak   
pada berkurangnya  area  hutan  sebagai  paru-paru  dunia.  
Apalagi jika  dalam  pembukaan  lahan baru dengan proses 
membakar lahan, selain mengurangi area hutan dampak 
lainnya adalah adanya  kabut  asap  dan  polusi  udara  yang  
akan  menimbulkan berbagai dampak dan juga penyakit 
(Rasmikayati & Djuwendah, 2015). 

Tantangan yang dihadapi hutan belantara antara lain 
rendahnya efisiensi lahan hutan, rendahnya tingkat 
pemanfaatan kayu, rendahnya tingkat kepraktisan usaha, 
kayu masih menjadi komoditas utama, meningkatnya minat 
terhadap lahan untuk pangan, terbatasnya lahan pedesaan, 
permasalahan sosial dan kependudukan, permintaan 
kecenderungan pembeli terhadap pemanfaatan barang-
barang yang tidak berbahaya bagi ekosistem, pemanfaatan 
dan komitmen sub kawasan jasa ranger belum ideal, 
kawasan hutan belantara 66% dari luas daratan, persoalan 
lingkungan hidup, perubahan dan permintaan penurunan 
pelepasan Gas Rumah Kaca.  

 

6.2 Solusi 
Kehutanan memerlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan teknologi yang canggih untuk pengelolaan hutan 
yang berkelanjutan. Dalam mendukung perkembangan 
kehutanan di Indonesia, tantangan diatas harus memiliki solusi 
dari tantangan  yang saat ini.  

Solusi dari tantangan terhadap perkembangan kehutanan 
diatas yaitu : 
1. Solusi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan 

Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal, terutama 
masyarakat adat, dalam pengelolaan hutan dan pengambilan 
keputusan terkait sumber daya hutan. Manfaatnya adalah 
meningkatkan pemahaman lokal tentang keberlanjutan, 
memastikan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, 
dan mengurangi konflik. 
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2. Solusi reformasi hukum tanah dan pengakuan hak 
masyarakat adat yaitu mendorong reformasi hukum tanah 
yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat 
terhadap tanah dan sumberdaya hutan. Manfaatnya untuk 
memberikan kepastian hukum dan melibatkan masyarakat 
dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 

3. Solusi pengembangan model ekonomi berkelanjutan yaitu  
mendorong pengembangan model ekonomi yang 
berkelanjutan, seperti agroforestri dan hutan lestari, yang 
memungkinkan pemanfaatan sumber daya hutan tanpa 
merusak ekosistem. Manfaatnya mendukung perkembangan 
ekonomi lokal sambil mempertahankan keberlanjutan hutan. 

4. Solusi penegakan hukum dan pengawasan yang ketat yaitu 
memperkuat penegakan hukum terkait pengelolaan hutan 
dan sumber daya alam, serta meningkatkan pengawasan 
terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan. Manfaatnya 
mengurangi deforestasi ilegal dan melibatkan pihak yang 
bertanggung jawab dalam kebijakan berkelanjutan. 

5. Solusi pendidikan dan kesadaran lingkungan yaitu 
pendidikan dan kesadaran lingkungan yang lebih baik, 
khususnya terkait keberlanjutan dan pentingnya memelihara 
hutan, dapat membentuk perilaku yang berkelanjutan. 
Manfaatnya masyarakat yang lebih sadar lingkungan dapat 
berkontribusi pada pelestarian hutan dan penyelesaian 
konflik. 

 
Pendekatan holistik yang menggabungkan kepentingan 

ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah kunci untuk mengatasi 
tantangan konflik lahan dan hak atas tanah dalam konteks 
perkembangan kehutanan yang berkelanjutan. 

Setiap kasus ini mencerminkan kompleksitas masalah 
konflik lahan dan hak atas tanah di Indonesia. Pemahaman 
mendalam tentang dinamika lokal, kebijakan pemerintah, serta 
hak dan kepentingan berbagai pihak diperlukan untuk 
merumuskan solusi yang berkelanjutan. 

Pemecahan masalah di sektor kehutanan Indonesia 
memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, 
sektor swasta, dan lembaga internasional. Upaya bersama ini 
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dapat membantu menjaga ekosistem hutan yang berharga dan 
sumber daya alam untuk masa depan yang lebih baik. 

 

6.3 Strategi dari Pengembangan Kehutanan di 
Indonesia 

Pengembangan hutan di Indonesia melibatkan berbagai 
strategi untuk mengelola dan melestarikan sumber daya hutan. 
Beberapa strategi umum yang dapat diterapkan untuk 
pengembangan kehutanan di Indonesia melibatkan aspek-aspek 
berikut: 
1. Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan 

a. Melibatkan penanaman kembali pohon-pohon yang telah 
ditebang atau hutan yang rusak. 

b. Pemilihan spesies pohon yang sesuai dengan ekosistem 
setempat. 

c. Melibatkan masyarakat lokal dan pihak swasta dalam 
kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan. 

2. Konservasi Biodiversitas 
a. Melibatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan 

habitat alami. 
b. Menerapkan metode pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan untuk menjaga ekosistem dan spesies 
endemik. 

3. Manajemen Hutan Berkelanjutan 
a. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen hutan 

berkelanjutan untuk memastikan bahwa eksploitasi 
sumber daya hutan tidak melebihi kapasitas 
regenerasinya. 

b. Memperhatikan siklus hidrologi, kesuburan tanah, dan 
keseimbangan ekosistem. 

4. Pengelolaan Kebakaran Hutan 
a. Menerapkan tindakan pencegahan kebakaran hutan dan 

penanganan kebakaran yang efektif. 
b. Melibatkan masyarakat lokal dan teknologi modern 

untuk mendeteksi dan merespons kebakaran hutan. 
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5. Partisipasi Masyarakat Lokal 
a. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan 

keputusan terkait pengelolaan hutan. 
b. Mendorong praktik-praktik agroforestri yang 

berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pelestarian hutan. 

6. Pengembangan Ekowisata 
a. Mendorong pembangunan ekowisata yang berkelanjutan 

untuk meningkatkan nilai ekonomi lokal dan kesadaran 
lingkungan. 

b. Memastikan bahwa aktivitas ekowisata tidak merusak 
lingkungan alam. 

7. Peran Teknologi 
a. Menerapkan teknologi canggih seperti penginderaan jauh 

dan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemantauan 
dan manajemen hutan. 

b. Menggunakan teknologi untuk memantau aktivitas illegal 
logging dan perubahan lahan hutan. 

8. Peran Sektor Swasta 
a. Mendorong investasi sektor swasta dalam pengelolaan 

hutan berkelanjutan. 
b. Memastikan bahwa praktik-praktik bisnis swasta 

mendukung keberlanjutan hutan dan lingkungan. 
9. Perubahan Iklim dan Penyesuaian 

a. Mengintegrasikan strategi penyesuaian terhadap 
perubahan iklim dalam perencanaan pengembangan 
hutan. 

b. Menyusun strategi mitigasi perubahan iklim melalui 
pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 

10. Penguatan Kebijakan 
a. Menguatkan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan 

hutan. 
b. Mendorong implementasi hukum yang tegas terhadap 

pelanggaran terhadap lingkungan dan kehutanan. 
 

Pengembangan kehutanan di Indonesia membutuhkan 
pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, sektor 
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swasta, dan lembaga internasional. Keberlanjutan ekologis dan 
ekonomis harus menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan 
jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya hutan. 
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